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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini

dapat disusun dengan baik.

Renstra ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta
evaluasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten

Pesisir Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan penting dalam
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dokumen ini disusun dengan
mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk kualitas layanan
yang diberikan kepada masyarakat, serta kebijakan nasional dan daerah
yang terkait dengan urusan pelayanan administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari
dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah,
akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperan aktif dalam penyusunan dokumen ini.

Kami berharap bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan
publik yang transparan, serta kualitas layanan yang dapat memuaskan
masyarakat. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan guna

penyempurnaan dokumen ini demi mencapai tujuan pembangunan yang

lebih optimal.




Akhir kata, semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan serta menjadi landasan dalam

mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Painan, 2025

ISKHAN, S.Sos., M.Si

NIP. 19720302 199302 1001
Pembina Utama Muda IV/b
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan
bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan
menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD
merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang mengacu
pada RPJMD.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari Visi-Misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 -2029. Selanjutnya sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (RPJMD) di mana RPJMD menjadi landasan penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam
upaya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan perencanaan yang
baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan
adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk
diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Pesisir Selatan”PESISIR
SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN?”, dengan Misi (1)
“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”.
Melalui tugas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana kegiatan dari seluruh aspek
pendaftaran, pencatatan, pengelolaan, dan penyajian informasi data
penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nasional, Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
dan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan visi, misi, sasaran
dan arah kebijakan pembangunan pelayanan Administrasi Kependudukan
selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan agar
terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:
1. Tertib basis data, yang diarahkan pada terbangunnya basis data
kependudukan yang akurat
2. Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diarahkan pada setiap
Penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda
3. Tertib Dokumen Kependudukan, yang diarahkan pada proses penerbitan
Dokumen Kependudukan yang harus sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya
dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar

dibawah ini;
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Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan

RPJPD
1.Renstra RENSTRA DINAS
Kementerian DUKCAPIL RKPD
DALAM NEGERI PESISIR SELATAN -
2.Renstra Dukcapil —> >
Prov. Sumbar
3. RPIMD Kab.
Pessel
v
RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.

A

Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomro 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomro 4, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomro 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomro 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6254);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunnan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana
Pembanguan Jangka Menengah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;
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15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomeklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010-2030 ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-

2029 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam
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pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi landasan

strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan adminstrasi kependudukan

guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah untuk

memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil. Ini termasuk:

L X4

@
L4

@
L4

X/

*

Sebagai dokumen perencanaan:

Renstra menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi kegiatan Dukcapil dalam jangka panjang.

Memperjelas tujuan dan sasaran:

Renstra menetapkan tujuan dan sasaran Dukcapil dalam menjalankan
tugasnya, serta strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut.

Meningkatkan kualitas pelayanan:

Renstra bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance):

Renstra mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Mengoptimalkan pemanfaatan data:

Renstra membantu mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan
untuk berbagai kepentingan.

Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan
pembangunan:

Renstra menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan
sesuai tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Mendukung program pemerintah:

Renstra mendukung program pemerintah terkait urusan pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai pedoman penilaian kinerja:
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Renstra menjadi dasar wuntuk menilai kinerja Dukcapil dengan

membandingkan rencana dengan realisasi yang dicapai.

*
°e

Memberikan gambaran jelas:

Renstra memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan,
program, dan kegiatan, serta indikator kinerja Dukcapil.

% Menjamin akurasi data:

Renstra juga berkontribusi pada peningkatan akurasi data

kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

BAB1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan :

1.1 Latar Belakang menjelaskan tentang dasar-dasar pembuatan
renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.2 Landasan Hukum Penyusunan menjelaskan tentang
peraturan-peraturan yang mengatur terkait renstra Perangakt
Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan
pembuatan renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan menjelaskan tentang tata cara

penulisan renstra Perangkat Daserah.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Dalam Bab II ini berisikan tentang :
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
2.1.1.Tugas, fungsi dan struktur Organisasi menjelaskan
tentang uraian Tugas ,fungsi dan struktur Perangkat

Daerah.
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BAB III

BAB IV

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah menjelaskan tentang

sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah mulai
dari sumber daya manusia maupun sarana dan
prasarana.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menjelaskan
tentang kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah

2.1.4.Kelompok sasaran layanan berisikan tentang mitra

Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1. Permasalahan menggambarkan permasalahan yang
berkaitan dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

2.2.2. Isu Strategis berisikan isu strategis sesuai lingkungan

dinamis
TUJUAN,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab II ini berisikan tentang :
3.1 Tuyjuan dan Rencana Jangka Menengah Perangkat
Daaerah Tahun 2025-2029;
3.2  Strategi dan Arah Kebijakan :
3.2.1. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV ini memaparkan tentang:

4.1 Uraian Program, kegiatan dan sub kegaitan
4.1.1. Program Pro Rakyat (Program unggulan Bupati-
Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK PD)
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BABV : PENUTUP

Dalam Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pegendalian dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat
daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Pelayanan yang diberikan bertujuan agar setiap penduduk memiliki
dokumen kependudukan yang sah, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37
Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Daerah.

fungsi

a. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama
yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
penduduk yang beragama Islam;

b. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dalam memelihara
hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada
instansi vertikal dan UPTD;

c. pengoordinasian antar lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi

kependudukan;
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d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di
Daerah;

e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el,
formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen
kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil,

g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas
UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang
berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;

h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada
nagari;

i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan
pencatatan peristiwa penting;

j- penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan
republik indonesia melalui menteri;

k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan,;

l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;

m. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan
dan masyarakat;

p. penyajian data  kependudukan yang akurat dan = dapat
dipertanggungjawabkan;

q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama
mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis
data kependudukan;

r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.
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2. Sekretaris

Tugas

Sekretaris bertugas merencanakan operasional, mengelola,

mengokoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.

Fungsi

a. pengoordiansian dan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga barang
milik negara dan barang milik Daerah;

d. pembinaan aparatur;

e. pengelolaan urusan kepegawaian;

f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas sekretaris dibantu oleh :

1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan
dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
Fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan
serta tata usaha pegawai;

b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;

c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangggaan Dinas;

d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan
prasarana lingkungan Dinas;

e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan,
pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan
barang milik Daerah lingkup Dinas;

f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan barang/jasa;

g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik

barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta
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laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta
penghapusan barang bersama pengurus barang;

h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan
kepegawaian; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oeh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

2) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana

3. Bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

Fungsi :

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil,

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan

4. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029 Page 14



Fungsi :

a.

penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan

5. UPTD/Unit Kerja Layanan (UKL)

b. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 3
(tiga) Bidang, 1 (satu) Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
1) Sekretariat membawahi
a. Sub bagian umum dan kepegawaian

b. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana
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2) Bidang pelayanan administrasi kependudukan membawahi jabatan
fungsional dan/atau pelaksana;
3) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan

pemanfaatan data membawahi jabatan fungsional dan/atau pelaksana

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025-2029
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2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
per 31 Desember 2024 berjumlah 106 orang terdiri dari 17 orang Pegawai
Negeri Sipil dan 89 orang Pegawai Tidak Tetap, seperti berikut ini:

a. Jumlah pegawai berdasarkan data tiga tahun terakhir
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Tabel 2.1

Jumlah Pegawai
Tahun 2022- 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun Jumlah ASN Non ASN
Pegawai
ASN Non Laki- | Perempuan | Laki- | Perempuan
ASN laki laki

2022 27 93 13 12 43 50

2023 22 92 10 12 45 47

2024 17 89 7 10 44 45
Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil per 31
Desember 2024

Berdasarkan jumlah data pegawai diatas dapat dilihat bahwa jumlah
pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tiga tahun
terakhir mengalai penurunan disebabkan karena adanya pidah tugas ke OPD
lain, telah Pensiun dan Meninggal Dunia.

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Dukcapil tahun 2022 s/d 2024

120 / |
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80 -/
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40 -
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b. Jumlah pegawai berdasarkan Kepangkatan/golongan
Berdasarkan Golongannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini.
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Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Kepangaktan/golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No Golongan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
IV/c - - -
IV/b 2 - 2
IV/a 1 1
Sub Jumlah 1 3
4 11/d 2 5 10
5 II/c - - -
6 I/b 2 1 3
7 II/a 1 1
Sub Jumlah 5 7 12
I1/d - - -
II/c - 2 2
10 II/b - - -
11 II/a - - -
Sub Jumlah - 2 2
Jumlah 7 10 17
13 Honorer 44 45 89
Total 51 55 106
Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil 31 Desember
2024
Gambar 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan jenis kelamin
Tahun 2024
1 MW perempuan
i m laki-laki
IV/b | IV/a | li/d | li/c | 1i/b | li/a | I1/d | Il/c |
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c. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

berdasarkan Pendudukan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dukcapil Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

ASN Non ASN
No | Pendidikan
Lk Pr Jmh Lk Pr Jmh
SD - - - 1 1
2 SMP - - -
Sederajat
3 SMA - - - 23 7 30
Sederajat
4 D1 - - - - 1
5 D2 - - - 2 -
6 D3 1 2 3 4 -
7 D4 - - - -
8 S1 4 6 10 19 31 50
9 S2 2 2 4 1 - 1
Total 7 10 17 47 40 89

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil pe 31
Desember 2024

Berdasarkan data di atas dapat dillhat bahwa ASN Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan terdiri dari:
1) S2 terdapat 4 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan 2 orang perempuan;
2) S1 terdapat 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan;
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki ASN yang
berpendidikan D4;
4) D3 terdapat 3 orang terdiri 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
5) Untuk pegewai honorer berjumlah 89 orang dengan rincian pendidikan
sebagai berikut:
a. S2 terdapat 1 orang laki-laki
b. S1 terdapat 19 orang laki-laki da 39 orang perempuan
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN

yang berpendidikan D4;
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d. D3 terdapat 4 orang laki-laki;

e. D2 sebanyak 2 orang laki-laki;

f. D1 hanya 1 orang perempuan,;

g. SLTA sebanyak 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan;

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non ASN
yang berpendidikan SLTP; dan

i. SD terdapat 1 orang perempuan yang bertugas sebagai kebersihan

kantor

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah terutama meliputi
sarana dan prasarana penunjang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi dalam upaya melaksanakan urusan Pelayanan Publik
khususnya di bidang administrasi kependudukan di wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan, di dukung oleh Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Inventarisasi Sarana Prasarana Disdukcapil
Tahun 2024
No Sarana Prasarana Jumlah
A | Peralatan dan Mesin
Alat-alat Angkutan (Mobil Dinas) 3 Unit
Kendaraan Roda 2 20 Unit
Komputer unit jaringan 116 unit
Persobal Komputer 51 unit
Peralatan mini komputer 132 unit
Peralatan personal komputer 248 unit
Peralatan jaringan 27 buah
B | Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Kantor 1 Unit
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Mobil Dinas yang saat ini di jadikan operasional yakni Mobil
Innova BA 1058 G yang di pegang oleh Kepala Dinas dan Mobil
Avanza BA 1757 GG yang di pegang oleh Sekretaris. Dimana
Kondisi dari Mobil Operasional Avanza yang di pegang oleh
Sekretaris, kondisinya saat ini rusak sedang, yakni pemakaian
bahan bakar boros, banyak goresan bahkan karatan dibagian
bawah permukaan mobil, sistem power steering bermasalah, AC
kurang dingin, sering keluar suara aneh seperti berdesis dan
kadang timbul getaran dengan bunyi yang berisik.

Kendaraan Dinas Khusus Lapangan dipegang oleh pengurus
barang, dimana keadaannya saat ini rusak ringan, pintu pembuka
tempat layanan kuncinya sudah rusak, saat ini menggunakan tapi
pengikat untuk mengunci pintu tersebut selain itu bahan bakar
yang digunakan juga harus bio solar yang harganya cukup mahal.

Untuk kendaraan roda dua terdiri dari 20 kendaraan, yang

dipegang oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 1 unit, Kepala
Kepala Bidang PIAK PD 1 unit, Pengurus barang 1 unit, Kasubag
Umum dan Kepegawaian yang merangkap Plt Kabid Pendaftaran
Penduduk 1 unit, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
1 unit dan 15 unit lainnya dipegang oleh kepala /pelaksana tugas
unit kerja layanan layanan di 15 kecamatan.
Untuk peralatan komputer banyak yang sudah habis umur
ekonomis dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saat ini peralatan
komputer yang layak pakai hanya 30% dari jumlah yang dan
tergantung kepada biaya pemeliharaan.

Sedangkan kondisi Bangunan Kantor, beberapa titik ada atap
yang bocor untuk area loteng di bagian keuangan, di mana
lotengnya mulai terbuka dan menjulai kebawah namun untuk
sementara telah di siasati di tutup dengan seng selain itu lantai

keramiknya juga sudah pecah-pecah
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2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Umum

Berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan arah penyelenggaraan
administrasi kependudukan tersebut maka pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sebagai sub sistem dari Administrasi Kependudukan perlu
ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam
perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi
setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi
melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan
dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen
kependudukan.

Administrasi kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) bila berjalan sesuai ketentuan dimulai dari
kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan
datang penduduk, pada akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang
diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk
penetapan kebijakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan Pemerintah
Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan
urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain

pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi
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kependudukan. Selanjutnya instansi pelaksana dalam hal ini Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi

kependudukan dengan kewajiban antara lain memberikan pelayanan yang

sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa

Kependudukan dan peristiwa penting serta mencetak, menerbitkan dan

pendistribusikan dokumen kependudukan.

Adapun manfaat dokumen kependudukan yaitu:

% Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk;

% Memberikan kepastian hukum;

% Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya;

% Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan

* publik lainnya.

Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya
dengan fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pelayanan publik atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami
oleh penduduk;

2. Pemberian bantuan dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta
menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan
fungsi perlindungan;

3. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 21 jenis layanan antara lain sebagai

berikut:

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029 Page 23



Tabel 2.5
Jenis Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. Jenis Layanan

I Pendaftaran Penduduk

pencatatan biodata Penduduk

penerbitan KK

penerbitan KTP-el

penerbitan KIA

penerbitan surat keterangan kependudukan

SRR el B B

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

II | Pencatatan Sipil

kelahiran

kematian

perkawinan

pembatalan perkawinan

perceraian

pembatalan perceraian

Kematian

pengangkatan anak

O ®f N o g B W N

pengakuan anak

—_
o

pengesahan anak

—_
—_

perubahan nama

—_
N

perubahan status kewarganegaraan

—_
@

Peristiwa Penting lainnya

—_
»

pembetulan akta

—_
o

pembatalan akta

Merujuk pada Rasionalisasi Renstra tahun 2021-2026 pada bulan
Januari tahun 2023 maka Indikator Indikator Kinerja Utama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-

2026, dapat disajikan sebagai berikut :
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Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil 2020-2024

No

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target Renstra SKPD Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian Tahun Ke (%)

2020 | 2021 | 2022 | 9023 | 2024| 2020 | 2021 | 2022 | 5023 | 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Persentase
Perekaman KTP el

97,7 97,8 98,3 98,5 | 0,989 | 97,8
97,6 97,1 96,9 99,5

102,1

99,79

98,78

98,37

100,60

Persentase
Kepemilikan KIA

66 67 68 69 70
33 72 40,09 | 62,54

50

107,46

58,95

90,64

107,46

Persentase
Kepemilikan Akta
kelahiran

97 97 97,5 97,7 97,9 97 99,36 | 99,34 99,36 | 99,39

100

102,43

101,88

101,69

101,52

Persentase
Kepemilikan Akta
Kematian

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

Persentase
penurunan data
kependudukan yang
bermasalah

95,7 95,8 96 96,5 97 100 100 100 100 100

104,4

104,38

104,16

103,63

103,09

Dokumen profil
penduduk yang
dihasilkan

100

100

100

100

100

Persentase OPD yang
memanfaatkan data
kependudukan
berdasarkan
Perjanjian Kerjasama

41 41 41 41 41 10 2 6 6 7

24,39

4,87

14,34

14,4

17,07
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perhitungan

Berdasarkan tabel

indikator

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Persentase Perekaman KTP el merupakan Jumlah penduduk usia 17

tahun keatas yang telah memiliki KTP el / jumlah penduduk diatas 17

tahun keatas.

2.1 diatas dapat dijelaskan masing-masing

kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan

Tabel 2.7
Capaian perekaman KTP el sampai dengan tahun 2024

JUMLAH PENDUDUK BERUMUR PERSENTASE PERSENTASE

o S S —— JUMLAHPEREKAMANKTP | oo | JUMUAH KEPEMILIKAN KT | (o o
PEREKAMAN KEPEMILIKAN

L P L+P L P L+P — L P L+P —

1 |pancung Soal 9434|  947| 18904 9434| 9470 18904 0000 939 | 9450| 18.848 939,70
2" |Ranah pesisir 12539 13.365 25.904| 12539| 13365 25.9m 100,00 | 12447| 13314| 25761 99,45
3 |Lengayang n74 B60| 4633| 27| 2360|4633 10000 | 22567| 23542| 45129 99,56
4 |BatangKapas 13353 13.878) 27.231| 13353| 13878| 27.231 100,00 | 13309| 13855| 27165 99,76
5 vurai 19050 19.662) 38712| 19080| 19662| 3872 10000 | 19.023| 19640| 33663 99,87
6 lBayang 15750 1649 32.042| 15750| 164%2| .04 100,00 | 15704| 16463| 32167 99,77
7 |koto X Tarusan 19703 19.955 33.658| 19703| 19.955| 39.658 0000 19617] 19.893] 39510 99,63
8 |sutera 2050 21464) 42.514| 21050| 21484| 42514 100,00 | 20824| 21311] 4243 99,11
9 |Linggo Sari Baganti 18277 18707 36984 | 18277| 18707| 36984 0000 18128] 18562] 370 99,26
10 | unang 8318 8155 16473 | B38| 6.155| 1647 0000] 8306 8.42] 16448 9,85
n Basa Ampek Balai Tapan 5.769 5.897| 11666 5769| 5897 11666 100,00 5753 5895 11648 99,85
12 IV Nagari Bayang Utara 3.109 3214 6323 309 3214 6.323 100,00 3.100 3.208 5.308 99,76
13 | pirpura 6903 6856 13765| 6909| 685 | 13765 0000 6872 6840| 13712 99,61
1 Ranah Ampek Hulu Tapan 5.795 5.691 11.436 5795 5691| 11486 100,00 5768 h676| 11444 99,63
13 Isilaut 558 56| 11531  A858|  AET3| 11sm 0000 5843|  56AI| 11504 99,77
Jumlah 187.628 | 192.009 | 379.727 | 187.628 | 192.09 | 379.727 100,00 | 186.679 | 191.473 | 378.152 99,59

Sumber data: Data DKB Kementerian dalam Negeri semester 2 tahun 2024

2. Persentase Kepemilikan KIA merupakan Jumlah penduduk usia 0-17

tahun kurang satu hari yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah jumlah

usia 0-17 tahun kurang satu hari
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Tabel 2.8
Capaian Kepemilikan KIA sampai dengan tahun 2024

JUMLAH (IWA)
KODE KECAMATAN Wajib KA Kepemilikan Kl . Betum Memitiki KIA .
Laki-Lakd | Perempuan| Jumlah |Laki-Laki|Perempuan| Jumlah Laki-Laki [Perempuan| Jumlah
130101 |PANCUNG SOAL 4804 452|938 2049 DM 4489  4BM4) 2656 2081 483 5186
130102 |RANAH PESISIR AB6|  45NM| 936 2478 2678 5EsG 5932 1967 1843 380 4068
o 909 8288 17307 ET3) B3R 1L077)  GIET 336 294 B30 HKE
'130104 BATANG KAPAS 5530 5.0000 10.620) 3564 1454 7.019 66,09 1968 1.636 3601 139
'130105 IV JURAI 1832 T 4951 63T 5,840 12167 §1,38 1518 1269 2784 18,62
'130108 BAYANG 6576 HOT2| 12548 3832 367 1503 59.79 274 2301 5.045 a4
:130107 KOTO X TARUSAN §.173 1789 1593 67 5978 12.105 75,9 2046 178 187 2402
J30103 SUTERA 9.298 8AT0] 17768  B367 5.051 10418 58,63 1M 349 .30 4137
JSUWUS LINGGO SARI BAGANT) 7992 7486] 15478 3.066 1097 6.163 142 49260 4389 8.315 018
r13011[] LUNANG 144 1299 G793 230 2146 4450 6551 11900 1183 2343 WA
’130111 BASA AMPEK GALAI TAPAN 2637 251 haA| 1.6M 1.5 1648 7082 813 630 1.503 2818
’130112 IV NAGARI BAYANG UTARA 1.116 147 2263 W 993 1930 §5.29 179 184 BiK] N
130113 |ARPURA 31409 126 6625 1688 1.512 3700 5,85 1.5 1404 292 4415
0114 R ANPEK HULU TeRAN D565 23| 493 1730 1667 3397  68E3) 8% 03 183 3147
'130115 SILAUT 249 24071 4906 1330 1.389 271 5h 42 1169 1.018 2187 44,58
JUMLAH mam | M1y | w0 o1 a2 %M pol W %% STV a4

Sumber data: Data DKB Kementerian dalam Negeri semester 2 tahun 2024

3. Persentase Kepemilikan Akta kelahiran merupakan Jumlah penduduk

usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan

jumlah penduduk usia 0-18 tahun

Tabel 2.9
Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran sampai tahun 2024

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yvang telah memiliki Akta
MNo. Kecamatan Kelahiran B
L P L+P L P L+P
1 Pancung Soal 4 887 4 631 9 518 4 868 4 620 g9 48| 99.68
2 Ranah Pesisir 4.928 4.622 9.550 4.869 4.573 9.442| 98.87
El Lengayang 9.249 8.486 17.735 9177 8.432 17.609| 99.29
a Batang Kapas 5.656 5.249 10.905 5.636 5235 10.871| 29.62
5 1V Jurai 5.031 7.374 15.405 8.019 7.349 15.368| 99.76
6 Bayang 6738 5140 12 878 6712 65104 12 816 99.52
7 Koto X1 Tarusan 8.358 7. 991 16349 8.336 7960 16 296 99.68
El Sutera 9.439 8. 663 18.102 9.427 8.651 18.078| 99.87
E Linggo Sari Baganti 8 095 7 549 16 744 7 874 7 449 15 323 97.33
10 Lunang 3.566 3.376 6.942 3.563 3.371 6.934| 29°9.88
11 Basa Ampek Balai Tapan 2 689 2591 5280 2 674 2585 5 259| 99.60
12 IV Magari Bayang Utara 1.159 1.195 2.354 1.157 1.192 2.349| 299.79
13 Airpura 3.458 3.295 6.753 3.448 3.284 6.732| 29.69
14 Ranah Ampek Hulu Tapan 2.610 2.433 5.043 2605 2431 5 036| 939.86
15 Silaut 2.547 2.477 5.024 2.541 2.473 5.014| 99.80
JUMLAH 81.410 76.172 157.582 80.906 75.709 156.615 99,39

Sumber data: Data DKB Kementerian dalam Negeri semester 2 tahun 2024
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4. Persentase Kepemilikan Akta Kematian merupakan Jumlah penduduk
meninggal yang memiliki akta kematian dibagi dengan jumah penduduk

yang meninggal.

Tabel 2.10
Capaian Kepemilikan Akta Kematian sampai tahun 2024
Jumlah Qrang Penerbitan
Mo. Kecamatan R di-laporkan Aktzt o6 Keterangan
Meninggal Kematian
Tahun 2024 Tahun 2024

1 Pancung Soal 155 155 100
2 Ranah Pesisir 162 162 100
3 Lengayang 372 372 100
4 Batang Kapas 275 275 100
3 IV Jurai 393 393 100
6 Bayang 270 270 100
7 Koto X1 Tarusan 344 344 100
8 Sutera 306 308 100
9 Linggo Sari Baganti 236 236 100
10 Lunang 140 140 100
11 Basa Ampek Balai Tapan a3 a3 100
12 IV Magari Bayang Utara 33 33 100
13 Ajirpura 88 85 100
11 Ranah Ampek Hulu Tapan 45 45 100
15 Silaut 59 59 100

JumMLAH 2.001 2001 100

5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan merupakan Jumlah penduduk
yang berstatus nikah yang memiliki akta perkawinan dibagi dengan
jumlah penduduk yang status nikah.

Tabel 2.11

Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan sampai dengan tahun 2024

| ‘l-:‘mlb " epemilikan
Mo Kecamatan Penduduk Status Akti 0
Kawin (Jiwa) Perkawinan
(Jiswa)

1 z 3 a 5 = (4:3)*100
1 PAMNCUNG SOAL 12 293 8665 70,49
2 RAMAH PESISIR 16729 12114 72,41
3 LEMNGAYAMNG 30153 18323 &0,77
4 BATAMNG KAPAS 16 9269 10882 64,13
5 v JURAI 24 BB7 16691 67,15
& BAYAMNG 20086 13.390 &6, 66
7 KOTO X1 TARUSAMN 24 159 13993 57,85
B SUTERA 27 636 17107 61,90
o LINGGO SARI BAGANTI 24 757 12 663 51,15
i LUMNAMNG 11615 8296 71,42
11 BASA AMPEK BALAI TAPAN 7582 5742 75,73
1z 'V NAGARI BAYANG UTARA 3.810 2295 &0,24
13 |AIRPURA 9233 5264 57,01
14 RAMNAH AMPEK HULU TAPAN 7ar2 5405 70,45
15 |SILAUT 8.503 5371 63,20

JUMILATEL Z46.081 156.201 63,45

Surmber - DEEB Semester IT 2024 (diolah)
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6. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian merupakan Jumlah penduduk
yang berstatus cerai yang memiliki akta perkawinan dibagi dengan
jumlah penduduk yang status cerai

Tabel 2.12
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian sampai dengan tahun 2024

Penduduk Status| Kepemilikan
No. Kecamatan Cerai Hidup | Akta Perceraian L
{Jiwa) {Jiwa)
1 2 3 4 5=(4:3)"100
1 PAMCUMNG S0AL 476 104 21,85
2 |RAMNAH PESISIR 855 159 28,85
3 |LENGAYANG 1.029 262 25,46
4 |BATANG KAPAS 899 210 30,04
5 |1V IURAI Qa3 395 39,78
& |[BAYANG ;|Ee 347 37,80
7 |KOTO XI TARUSAN Qge 350 36,41
&8 |SUTERA 1162 219 18,85
g [LINGGO SARI BAGANTI gog 178 19,50
10 |LUMANG 300 119 39,67
11 |BASA AMPEK BALAI TAPAN 361 83 1745
12 |1V NAGARI BAYANG UTARA 144 a7 32,64
13 |AIRPURA 434 62 14,29
14 |RANAH AMPEK HULU TAPAM 336 34 1012
15 |SILAUT 231 135 59,74
JUMLAH 0.623 2.726 2833
Sumber 1 DEE Semester IT 2024 (diolah)

7. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan
Perjanjian Kerjasama merupakan Jumlah OPD yang memanfaatkan

data kependudukan berdasarkan PKS dibagi dengan jumlah OPD
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Tabel 2.13
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan
Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2024

NOMOR ELEMEN TANGGAL
NO. | PERANGRKAT DAERAH SURAT TUJUAN DATA PKS ARKHIR PKS | KET.
Dinas Penanaman Modal Memanfaatkan NIK, Data | NIK, Data
dan Pelayanan Terpadu | 000.4.7.2/ |Kependudukan dan KTP-el | Kependudu
1 . .. . 28-02-2024 | 31-12-2026
Satu Pintu Kab. Pesisir |4/DUKCAP| dalam layanan lingkup kan dan
Selatan IL/2024 tugas KTP-el
Dinas Perpustakaan dan Memanfaatkan NIK, Data | NIK, Data
. L. 000.4.7.2/ |Kependudukan dan KTP-el |Kependudu
2 geia.rtsman Kab. Pesisir 4/DUKCAP| dalam layanan lingkup kan dan 11-12-2024 | 31-12-2026
slatan IL/2024 tugas KTP-el
. L. Pelayanan Penerbitan Alcta
3 |DinasPendidikan Kab. | 474/204/ | , 1) Kelahiran dan Kartu | Kelahiran | 05122022 | 05-12-2027
Pegizir Selatan DKPS- ldentitas Anal (KIA dan KIA
PSdk,/2022 entitas Anak (KIA) an
Badan Penangulangan
Ber%::‘:ana Daerah Kab. 4707606/ Urusan Pelayanan Dokumen
4 |Pesisir Selatan DKps. | Kependudukan Tanggap |Kependudu| 14-08-2022 | 31-12-2027
PS /2023 Darurat kan
Pelayanan Penerbitan
Alcta Kelahiran, KK, KIA Akta
Di Kesehatan Kab. 036/PKS Persali 1,
5 [7'nas hesehatan ka /PRS/ ersainan serta Kelahiran, | 17-02-2020 | 17-01-2025
Pegizir Selatan DKPS- pemanfaatan KIA dan KK dan KIA
PS/2020 |Bidan Praktek Mandiridan an
Kartu Identitas Anak (KIA)
Memanfaatkan NIK Data | NIK, Data
Dinas Pertanian Kab. 474/104/ |Kependudukan dan KTP-el |Kependudu
6 Pesisir Selatan DKPS- dalam layanan lingkup kan dan 20-06-2022 | 20-06-2025
PS/2022 tugas KTP-el
Dinas Sosial, Memanfaatkan NIK Data | NIK, Data
Pemberdayaan 474/01/D |Kependudukan dan KTP-el |Kependud
7 |Perempuan dan ependufuian dan L Tel REPEnTUA 08112021 | 08-11-2025
Perlindunzan Anak Kab KPS- dalam layanan lingkup kan dan
g | Ps/2021 tugas KTP-el

Pesisir Selatan
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Tabel 2.14
Jumlah OPD di Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024

||

PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Dinas Kesehatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Komunikasi dan Informasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Clele|eiN|o|n|s|w o=

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

—
S

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

—
w

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

—
EN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

—
9]

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

—
o

Dinas Perhubungan

—
I

Dinas Perikanan dan Pangan

—
@

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

—
e}

Dinas Pertanian

N
o

Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup

N
—

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja da Pemadam Kebakaran

N
N

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

N
w

Inspektorat Daerah

L ~]
SN

Sekretariat Daerah

N
wn

Sekretariat DPRD

[ o]
(o)}

RSUD DR. Muhammad Zein Painan

N
3

Kecamatan Koto XI tarusan

[~}
oo

Kecamatan Bayang

N
O

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

w
o

Kecamatan IV Jurai

w
—

Kecamatan Batang Kapas

w
[ 8]

Kecamatan Sutera

w
@

Kecamatan Lengayang

w
>

Kecamata Ranah Pesisir

w
wn

Kecamatan Linggo Sari Baganti

(]
o

Kecamatan Airpura

W
~

Kecamatan Pancung Soal

W
@

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

W
e}

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

B
o

Kecamatan Lunang

N
-

Kecamatan Silaut

Berdasarkan data diatas jumlah OPD yang telah memanfaatkan data
kependudukan tahun 2024 berjumlah 7 OPD dengan jumlah OPD yang
ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 41 OPD, maka dari capaian
OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

perjanjian kerjasama tahun 2024 yaitu 7 opd dibagi dengan 41 opd

sama dengan 17,07 persen.
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Agar kinerja pelayanan dapat tercapai maka dibutuh program sebagai berikut:

Kabupaten Pesisir Selatan

Tebel 2.15
Anggara dan realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2020-2024

Uraian

Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Anggaran Tahun

Rasio Antara Realisa

Anggaran Tahur

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021 | 2022 | 2(

Program
Perencanaan
Pembangunan

Daerah

86.241.800

86.209.250

0,996

Program
Pelayanan
Administrasi

Perkantoran

222.076.696

217.694.488

0,996

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

Aparatur

179.129.850

178.226.150

Program
Penataan
Administrasi

Kependudukan

3.236.152.354

3.234.099.782

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

4.377.174.097

4.722.307.873

4.752.278.305

4.910.773.617

3234099782

4.032.584.641

4.631.024.111

4.654.782.139

4.519.933.798

0,86

0,92 | 0,98 | o,

Program
Pendaftaran
Penduduk

1.077.934.980

1.488.798.590

1.077.536.200

1.471.893.745

1.077.536.200

1.471.893.745

1,00 | 0,99

Program
Pencatatan Sipil

21.267.400

45.800.000

21.258.900

45.568.710

21.258.900

45.568.710

1,00 | 0,99
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Program
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

1.246.333.000

74.681.400

1.246.266.214

71.229.409

1.246.266.214

71.229.409

0,95

Program
Pengelolaan
Profil
Kependudukan

10.500.000

4.500.000

10.500.000

4.500.000

10.500.000

4.500.000
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Berdasarkan tabel 2.2 diatas imulai pada tahun 2020 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 program, pada tahun
2021 terjadi perubahan nomeklatur program kegitan sehingga pada
tahun 2021 jumlah program menjadi 5 (lima) program dengan capaian
rasio realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 0,95, tahun 2022 0,98,
tahun 2023 0,98 dan tahun 2024 sebesar 0,92.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang
menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa
individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus
utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun
Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pesisir Selatan antara lain:

Tabel. 2.16
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Dukcapil
No Kelompok Sasaran Jenis/Bentuk Layanan
1 Masyarakat - KK
- KTP
- KIA

- Surat pidnah datang

- Akta Kelahiran

- Akta Kematian

- Akta Perkawinan

- Akta Perceraian

- Peristiwa penting lainnya

- Pengaduan SPAN lapor

2 | Pemerintah Nagari/Desa - Data Agregat Kependudukan
- Data Profil Kependudukan

3 | Perangkat Daerah Kabupaten | - Data Profil Kependudukan

Pesisir Selatan - Data Agregat Kependudukan
4. | Dinas Dukcapil Provinsi | - Dukungan Monitoring dan Evaluasi
Sumatera Barat - Laporan layanan adminduk dan capil yang

dikirimkan sekali 2 minggu ke Dinas

Dukcapil Provinsi Sumbar

Berdasarkan  Kelompok  Sasaran Layanan  diatas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Mitra dalam pemberian
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pelayanan meliputi komunitas lokal, dan pihak swasta yang bekerja
sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi
kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat. Adapun mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam pemberian pelayanan adalah:

a. Kementerian Dalam Negeri

b. Dinas Provinsi Sumatera Barat

c. Perangkat Daerah

d. Organisasi Wartawan/ Pers

e. Kelompok Informasi Masyarakat

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Selain memiliki Mitra Dinas Kependudukan dan pencatatan juga
bekerjasama dengan perangkat daerah tentang pengelolaan data
kependudukan, hingga penyajian data kependudukan kepada masyarakat
atau lembaga penguna. Secara umum, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bertugas memberikan pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat dengan mengutamakan kualitas
layanan dan kepuasan masyarakat. Untuk memastikan kelancaran
pelayanan  Administrasi  kependudukan dan  penyajian  data
kependudukan antar perangakt daerah.

Adapun kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan:

a. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah
daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk
memastikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil yang tepat dan efektif kepada masyarakat.

b. Melakukan kerja sama dengan OPD dalam mendukurng inovasi
Dinas.

c. Menerbitkan buku profil kependudukan dan penyajian data agregat
kependudukan.

d. Menginformasikan layanan melalui media sosial seperti Facebook,
Instagram, You tube dll.

e. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara langsung dan

melalui media sosial.
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Pengelolaan Teknologi Informasi Sistes Administrasi Kependudukan:

a. Melakukan pemeliharaan jaringan SIAK pada unit kerja layanan
setiap bulannya.

b. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam
penggunaan Aplikasi SIAK.

c. Memanfaatkan Aplikasi SIAK dalam meningkatkan efisiensi
pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pengelolaan Statistik dan Persandian:

a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang
relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah
daerah.

b. Menerapkan sistem persandian untuk melindungi informasi yang
bersifat rahasia dan sensitif.

c. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi
terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data

statistik.

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

Pengembangan Pelayanan adalah sebagai berikut:

1.

Kondisi geografis, tipografis Kabupaten Pesisir Selatan yang kurang
menguntungkan karena luasnya wilayah, sehingga muncul tuntutan
masyarakat akan pendekatan akses pelayanan.

Mewujudkan Program Nasional tentang Identitas Kependudukan
Digital.

Mewujudkan peningkatan pelayanan dalam rangka pemanfaatan
data kependudukan.

Mewujudkan program nasional penerbitan Kartu Identitas Anak.
Kondisi Sarana Pelayanan yang tidak memadai.

Penganggaran yang sangat terbatas.

Peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

Pengembangan Pelayanan adalah sebagai berikut:

1.

Adanya tuntutan masyarakat akan pendekatan akses pelayanan
sehingga mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan
melakukan inovasi dalam pelayanan.

Dokumen administrasi kependudukan merupakan produk hukum

dan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap
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penduduk.

3. Pemanfaatan data kependudukan menjadi tolak ukur dalam
peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta
penegakan hukum dan pencegahan kriminal (sebagai dasar
perumusan kebijakan daerah).

4, AdanyaProgram Nasional dalam penerapan Kartul dentitas Anak.

5. Setiap penduduk mempunyai hak memperoleh perlindungan atas
data pribadi dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan.

6. Adanya kebutuhan dokumen kependudukan dalam kegiatan
pelayanan publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan

Dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil,masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu
diatasi. @ Pemahaman  masyarakat akan  pentingnya dokumen
kependudukan masih rendah, dan masih banyak masyarakat yang belum
atau enggan melakukan pembaruan data kependudukan, terutama data
kematian. Terdapat beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya
memahami kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
pembangunan. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui
tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaannya meskipun KIA
belum menjadi dokumen wajib kependudukan. Akses terhadap layanan
kependudukan masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang berada
dilokasi terpencil dan daerah yang sulit diakses transportasi. Selain itu
masih banyak anak yang lahir diluar penikahan atau dari orang tua yang
menikah tidak tercatat pada KUA sehingga enggan untuk mengurus ata
kelahiran. Keengganan orang tua untuk mengurus akta kelahiiiran dalam
pencatatan kependudukan. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk
segera memiliki dokumen kependudukan juga menjadi faktor

penghambat.

Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegritas dengan
data antar sektor, dan belum ada analisis yang menggambarkan
keterkaitan data yang ditampilkn sehingga kegunaan data kependudukan
belum optomal. Berbagai permasalahan ini menunjukkan perlunya upaya

peningkatan kesadaran masyarakat, perluasan akses layanan,
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penghapusan kebijakan yang kontraproduktif, integrasi data antar sektor,

dan pemanfaatan data kependudukan yang lebh optimal dalam

perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Secara substantif, permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Single Identity Number

dalam pemanfaatan data kependudukan;

Belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan non
pemerintah dalam pengurusan dan pemanfaatan dokumen

kependudukan,;

Perubahan regulasi dalam pemberian hak akses pemanfaatan data
kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI mewajibkan setiap
instansi/lembaga pengguna menerapkan sistem = manajemen
keamanan informasi (SMKI)) yang dibuktikan dengan kepemilikan

sertifikat ISO/IEC 27001;

Terdapat perubahan defenisi operasional dari beberapa indikator
kinerja  kepemilikan dokumen = kependudukan  berdasarkan
Rancanagan Rencana Startegis Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kementeriann Dalam Negeri;

Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk yang
sudah memiliki KTP el masih sangat rendah, dan merujuk pada
Rancangan Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Inmendagri
nomor 2 Tahun 2025 bahwa indikator kinerja terkait IKD akan

menjadi indikator program pada program pendaftaran penduduk;

Masih perlunya upaya peningkatan kesadaran dan atau kepedulian
masyarakat atau update data-data/dkumen  kependudukan.
Kecendrungan masyarakat sampai dengan saat ini,
pengurusan/update data/dokumen kependudukan hanya sewaktu-
waktu dieprlukan saja, dan bahkan ada unsur kesengajaan untuk
tidak dikhawatirkan akan berdampak pada penerimaan bantuan sosial

dan sejenisnya;

Masih maraknya pernikahan yang belum disahkan secara hukum
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negara yang berdampak pada status anak dalam hukum/peraturan
perundang-undangan lingkup administrasi kependudukan dan

penctatan sipil;

8) Belum terintegritasnya pengelolaan data kependudukan antar sektor.
Sehingga upaya pengoptimalam penggunaan data kependudukan dan

pengambilan kebijakan masih sangat minim;

9) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya untuk
pengembangan pelayanan sebagai konsekuensi adanya tuntutan
masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan yang berbasis
teknologi informasi dan adanya kepastian baik dalam persyaratan,

prosedur maupun waktu penyelesaian;
10) Belum optimalnya layanan PPID;

11) Belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat melalui media

sosial.

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang
krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi
permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat
pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode
sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima
tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan.
Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-
isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil lima tahun mendatang. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi.

Dari permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil maka dapat dipetakan faktor - faktor yang

mempengaruhi:
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Tabel 2.17

Permasalahan dan faktor yang mempengaruhi

Faktor-Faktor yang memengaruhi
No Permasalahan
Internal Eksternal
1 | Belum optimalnya upaya - Masih terdapat data ganda, - Adanya penggunaan multiple
untul; mewujudkan Single tidak valid, ID oleh beberapa
Identity Number dalam - Sumber daya manusia (SD) lembaga/intansi
pemanfaatan data belum memadai i
kependudukan - Terbaasnya kapasitas teknologi
informasi
- Kurangnya tata kelola data
- Budaya organisasi yang belum
mendukung transformasi
2 | Belum optimalnya koordinasi |- Koorinasi dan kelembagaan | Adanya rgo eskternal
antar lembaga pemerintah dan yang masih bersifat sektoral antar lembga
non pemerintah dalam - Standar operasional dan - Perbedaan prioritas, alur
pengurusan dan pemanfaatan prosedur (SOP) belum pelayanan, dan
dokumen kependudukan selaras mekanisme kerja antar
- Tata kelola dan otoritas data orgnisasi
belum kuat - Belum terstandarnya
- Kapasitas SDM pengelola sitem pertukaran dan
koordinasi terbatas pemanfaatan data lintas
- Sistem informasi internal sektor
belum interoperabel - Keterbatasan otoritas
- Budaya organisasi belum instasi daerah dalam
kolaboratif mendorong percepatan
- Anggaran dan fasilitas integrasi ke lembaga
koordinasi tidak prioritas diluar struktur
- Monev koordinasi internal pemerintahan
belum terstruktur
3 | Perubahan regulasi dalam - Belum tersedianya anggaran|- Adanya dengan
pemberian hak akses prioritas kepemilikan sertifikat
pemanfaatan data ISO/IEC 27001
kependudukan dari Direktorat
Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri RI mewajibkan
setiap instansi/lembaga
pengguna menerapkan sistem
manajemen keamanan
informasi (SMKI)) yang
dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat ISO/IEC
27001,
4 | Terdapat perubahan defenisi | Maturitas tata kelola - Inmendagri nomor 2
operasional dari beberapa perencanaan kinerja belum tahun 2025
indikator kinerja kepemilikan stabil -
dokumen kependudukan
berdasarkan Rancanagan
Rencana Startegis Direktorat
Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri
5 | Cakupan Identitas Kurangnya sosialisasi kepada Kurangnya manfaat yang

Kependudukan Digital (IKD)
bagi penduduk yang sudah
memiliki KTP el masih sangat
rendah, dan merujuk pada
Rancangan Renstra Ditjen
Dukcapil Kemendagri dan
Inmendagri nomor 2 Tahun
2025 bahwa indikator kinerja

masyarakat

dirasakan masyarakat atas
kepemilikan IKD
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terkait IKD akan menjadi
indikator program pada
program pendaftaran

penduduk

6 | Masih perlunya upaya - Strategi komunkasi publik | Kurangnya pemahaman
peningkatan kesadaran dan interbal belum masih dan tentang pentingnya
atau kepedulian masyarakat tersegmentasi mengupdate data
atau update data- - Keterbatasan kapasitas SDM kependudukan seperti
data/dkumen kependudukan. dan unit pengelola literasi perubahan pekerjaan,
Kecendrungan masyarakat Kkependudukan didik ) darah
sampai dengan saat ini, b _ _ pendidikan, golongan dara
pengurusan/update - Belum Fenntegrasmya dil
data/dokumen kependudukan | ~ €dukasi update data ke
hanya sewaktu-waktu layanan internal yang paling
dieprlukan saja, dan bahkan sering diakses penduduk
ada unsur kesengajaan untuk |  Sistem dan prosedur internal
tidak dikhawatirkan akan belum mendukung push
berdampak pada penerimaan reminder dan aktivasi
bantuan sosial dan sejenisnya berkelanjutan

- Budaya internal belum
berbasir continous
population data updting

7 | Masih maraknya pernikahan |- Pendekatan layanan - Rata- rata yang tidak
yang belum disahkan secara pencatatan perkawinan memiliki surat nikah adalah
hukum negara yang internal belum proaktif pernikahan kedua yang
berdampak pada status anak Keterbatasan koordinasi dilakukan oelh masyrakat,
gglr?lrg d};ﬁ?ﬁ{iygfggﬂ?ggkup internal antar bidang karena untk mengurus akta
administrasi kependudukan | Mgpajemen risiko dan cerai membutuhkan waktu
dan penctatan sipil mitigasi dampak status anak dan biaya yang cukup

belum melembaga banyak
- Tidak ada indikator kinerja
internal yang mengukur
cakupan pencatatan nikah
adat/agama
- Kanal layanan internal belum
menyentuh touchpoint vital
dimasyarakat.

8 | Belum terintegritasnya - Marmonisasi arsitektur dan | Belum ada perjanjian kerja
pengelolaan data standar data internal belum | sama sehingga Pemanfaatan
kepgndudukan antar sektor. matang data kependudukan sulit di
Sehlnggg upaya - Tata kelola dan otoritas data | dapatkan
pengoptimalam penggunaan internal belum tegas
data kependudukan dan . Koordinasi internal lint
pengambilan kebijakan masih oordinasi internal intas
sangat minim. bidang belum smkrgn

- Keterbatasan SDM integrator
dan analisis kebijakan
berbasis data

9 | Terbatasnya sarana dan Peralatan yang ada saat ini Penganggaran masih
prasarana yang dimiliki sebagian besar sudah tidak layak | tergantung pada ketersediaan
khususnya untuk pakai dalam pelayanan dan anggaran APBD dan bantuan
pengembangan pelayanan spesifikasi tidak sesuai dengan dari pihak lain.
sebagai konsekuensi adanya kebutuhan aplikasi.
tuntutan masyarakat tentang
perlunya peningkatan
pelayanan yang berbasis
teknologi informasi dan adanya
kepastian baik dalam
persyaratan, prosedur maupun
waktu penyelesaian

10 - Keterbatasan SDM Karakteristik aduan yang

Belum  optimalnya layanan|
pengaduan masyarakat melalui

media sosial

Pengaduan Masyarakat baik
dari segi jumlah maupun
kompetensi dalam merespon
isu melalui media sosial
Belum adanya SOP Khusus

beragam dan sering kali tidak
disertai bukti dukung
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Pengelolaan pengaduan
melalui media sosial

- Koordinasi internal antar
bidang belum cepat dan
terstruktur menyebabkan
informasi tindaklanjut
pengaduan terlambat
disampaikan ke admin media
sosial

- Belum optimalnya sistem
monitoring dan dashboard
pengaduan sehingga
percakapan di plattform
seperti instafram, facebook,
belum dipetakan secara real
time

- Kapasitas dan keterampilan
costumer service digital
masih terbatas

- Belum adanya evaluasi rutin
atas performa pengaduan
media sosial

- Akun resmi pengaduan
media sosial belum dikelola
secara terpusat

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada
suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga
dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika
dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang
signifikan.

Merujuk pada lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia
12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029, urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil masuk dalam 3 (tiga) prioritas nasional baik secara

langsung maupun tidak, yakti :
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Tabel 2.18

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No. Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyeksi Prioritas
Sasaran Indikator Sasaran Indikator

PN.4 PP.04.17 01- 03-

Peningkatan Terpenuhinya Persentase anak

Kualitfas hak dan usia 0-4 tahaun

perlindungan perlindungan yang memiliki

anak anak akta kelahiran
PN.6 PP. 06.01 03- 01- KP.06.01.02 01- 02- Pro-
Membangun dari Sistem Tersedianya data | Persentase data | Pemanfaatan Terselenggaranya | Persentase P.06.01.02.03.
desa dan dari Pendataan dalam satu sistem | sosial ekonomi Sistem pemanfaatan data | Pemerintah Integrasi dan
bawah untuk Sosial, yang efesien, | keluarga Registrasi yang optimal daearh yang pemutakhiran data
pertumbuhan ekonomi tepat, dan efektif | indonesia yang Sosial Ekonomi | untuk memanfaatkan kependudukan
ekonomi, terintegrasi untuk termutakhirkan mendukung data Registrasi untuk
pemerataan mendukung dan terpilah perencanaan melalui pengembangan
ekonomi, dan perencanaan, secara berkaitan pembangunan SEPAKAT statistik Hayati
pemeberantasan penganggaran dan nasional
kemiskinan pelaksanaan

program
pembangunan
3. PN.7 PP.07.01 03- 01- KP.07.01.02 01- 01- Pro

Memperkuat Reformasi Terwujudnya Jumlah daerah Pelayanan Terselenggaranya Persentase P.07.01.02.01.
reformasi, politik, | politik dan tata | penguatan dan dengan indeks Identitas pelaksanaan penduduk yang | Persentase Data
hukum dan kelola pemilu pelayanan publik | kualitas layanan | Kependudukan | identitas menggunakan Kependudukan
birokrasi, serta yang didukunng | kependudukan Digital bagi kependudukan identitas Nasional
memperkuat data dan pencatatan penduduk digital bagi kependudukan
pencegahan dan kependudukan sipil terintergrasi | wajib KTP penduduk wajib digital bagi
pemberantasan yang akurat sangat baik KTP penduduk wajib
kemiskinan, KTP
korupsi, narkoba,
judi dan
penyelundupan
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Pro-
P.07.01.02.02
Peningkatan
kuantitas layanan
administrasi
kependudukan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pada Prioritas nasional 04 dan Prioritas Nasional 07. sedangkan pada
Prioritas Nasional 06 bersifat unsur pendukung dalam pemutakhiran data kependudukan untuk pengambangan statistik hayati.

Secara eksplisit, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;
2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP; dan
3) Pemutakhiran data kependudukan.

Dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan menjadi bagian dari Rencana
Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang akan menjadi bagian kewenangan daerah baik ditingkat provinsi mapun kabupaten/kota adalah sebagai

berikut:
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Tabel 2.19
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

PROGRAM KEGIATAN
Program Tata Kelola Sasaran (outcome) IKP Sasaran (output) IKK
Kependudukan Meningaktnya Jumlah daerah Kegiatan Pembinaan | Meningkatnya IKK.3
kualitas layanan dengan indeks Administrasi kualitas layanan Persentase anak
kependudukan dan | kualitas layanan Kependudukan administrasi bersuia 0-4 tahun
pencatatan sipil, kependudukan dan kependudukan yang memiliki akta

serta pemanfaatan
data kependudukan
berbasis digital

pencatatan sipil
berkategori “ sangat
baik”

kelahiran

IKK.4

Persentase
kepemilikan akta
kematian bagi
penduduk yang
meninggal

IKK.5
Persentase
penduduk yang
memiliki akta
perkawinan bagi
penduduk yang
menikah

IKK. 6

Persentase
penduduk yang
memiliki akta cerai
bagi penduduk yang
bercerai
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IKK.8
Persentase
penerbitan KIA
dalam layanan

adminduk
Kegiatan Penguatan | Meningkatnya IKK.8
Administrasi sistem Persentase
Kependudukan dan | kependudukan dan | penduduk yang
Identitas Digital pencatatan sipil, menggunakan
serta identitas
memperkenalkan kependudukan
identitas digital bagi
kependudukan penduduk wwajib
digital untuk KTP
memnugkinkan

semua arga negara
dan penduduk
indonesia
mengakses
pelayanan
pemerintah dan
swasta yang lebih
baik
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Pada tabel 2.19, diuraikan dengan jelas bahwa Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yang akan menjadi target kinerja pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota adalah :

1) Kepemilikan Akta Kelahiran;

2) Kepemilikan Akta Kematian;

3) Kepemilikan Akta Perkawianan;

4) Kepemilikan Akta Perceraian;

5) Penerbitan KIA; dan

0) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-
2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan
yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya
dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat
nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang
terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan;

2) Membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas;

3) Produktivitas sektor unggulan menuju agroindustri dan pariwisata
untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan;

4) Perhatian terhadap kearifan budaya (ABS-SBK) untuk generasi muda
yang relijius, berbudaya dan tangguh;

5) Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan;
dan

6) Peningkatan infrastruktur publik dan kebencanaan serta adaptasi
terhadap perubahan iklim.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi
isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat
daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat
daerah provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
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Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap,
diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan
strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan
perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat
daerah secara tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola
pemerintahan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang,
dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa
yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah dimasa datang

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




Tabel 2.20

Teknik menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Potensi Daerah yang

Permasalahan PD

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Isu Strategis PD

menjadi kewenangan PD Relevan dengan PD Global Nasional Regional
(1) (2) (3) (4) () (6) (7)

1. Potensi Data 1. Masih adanya . Peningkatan 1. Transformasi Digital 1. Transformasi Digital | 1. Perpindahan 1. Masih terdapat
Kependudukan penduduk yang layanan Identitas Administrasi penduduk antar masyarakat dengan
Terpusat sebagai Aset; belum memiliki kependudukan yang| Kependudukan di Kependudukan kabupaten /kota data kependudukan

- Kabupaten Pesisir dokumen inklusif dan Seluruh Dunia. Di (IKD); tinggi, yang belum
Selatan memiliki data| kependudukan secara| berkeadilan banyak negara, Pemerintah pusat meningkatnya mutakhir (alamat,
kependudukan lengkap dan Kelompok rentan identitas digital telah sedang mendorong permohonan status, pekerjaan,

berbasis NIK yang
terintegrasi dengan
pusat.

- Data kependudukan
dapat dimanfaatkan
oleh seluruh OPD
daerah (kesehatan,
pendidikan, bansos,
perizinan).

- Data berkualitas
menjadi dasar
perencanaan
pembangunan daerah
(RPJMD, RKPD, Satu
Data Daerah).

. Teredianya Unit Kerja
Layanan (UK) di setiap
Kecamatan yang
tersebar di 15
kecamatan;

- Memudahkan
masyarakat
mengurus dokumen
kependudukan

N

mutakhir;

Meskipun cakupan
dokumen dasar
seperti KTP-el dan KK
sudah tinggi, masih
ditemukan penduduk
tanpa akta kelahiran,
KIA, atau belum
memperbarui data
domisili dan status
kependudukan
lainnya.

. Tingkat pemanfaatan

Identitas
Kependudukan Digital
(IKD) masih rendah

Tidak semua
penduduk mampu
mengakses layanan
digital. Sebagian
masyarakat belum
familiar dengan
sistem digitalisasi
adminduk, sehingga

seperti lansia,
disabilitas,
perempuan,
masyarakat miskin,
dan penduduk
terpencil perlu
layanan Adminduk
yang setara.

. Pemanfaatan data

kependudukan

untuk mendukung

perencanaan

pembangunan

berkelanjutan

- Data berbasis NIK
sangat penting
untuk memetakan
kebutuhan
pendidikan,
kesehatan, sosial,
dan tata ruang
yang
berkelanjutan.

- Termasuk
pengelolaan data

menggantikan identitas
fisik.

Fenomena ini menuntut|
Indonesia, termasuk
Kab. Pesisir Selatan,
untuk:

- Mempercepat
penerapan Identitas
Kependudukan Digital
(IKD)

- Modernisasi layanan
tanpa dokumen fisik

- Pemanfaatan
biometrik dan mobile
ID

2. Isu Keamanan Data

dan Privasi Global,
Kasus kebocoran data
menjadi perhatian
dunia, termasuk data
kependudukan.

Standar keamanan data|
semakin ketat dan
bersifat global.

percepatan Identitas
Kependudukan
Digital (IKD) untuk:
- menggantikan
KTP-el fisik

- memudahkan
verifikasi layanan
publik

- mendukung
sistem paperless

2. Implementasi Satu
Data Indonesia
Berbasis NIK

Data kependudukan
menjadi big data
nasional untuk:

- bansos
pendidikan
kesehatan

- perizinan
perencanaan
pembangunan

3. Kebijakan

dokumen pindah
datang Berdampak
pada peningkatan
kebutuhan layanan
pindah datang &
pemutakhiran data.

2. Masih Ada Wilayah

4.

dengan Literasi
Digital Rendah;

- masyarakat belum
terbiasa layanan
online

- hambatan aktivasi
IKD

. Sebagian Wilayah di

Sumbar Masih
Rawan Bencana, Hal
ini berdampak pada
kehilangan
dokumen dan akses
layanan.

Menuntut layanan
Adminduk berbasis
digital & jemput

dan pendidikan)

akibat mobilitas

penduduk yang

tinggi. Hal ini

berdampak pada:

- Simpang siur data
penduduk

- Tidak akuratnya
basis data
perencanaan

- Hambatan
penyaluran
program
perlindungan
social

2.Peningkatan
Cakupan
Kepemilikan
Dokumen
Kependudukan
Secara Universal,

Masih terdapat
kelompok rentan
yang belum
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Potensi Daerah yang

Permasalahan PD

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Isu Strategis PD

menjadi kewenangan PD Relevan dengan PD Global Nasional Regional
dengan menghemat transisi dari KTP-el kemiskinan dan 3. Mobilitas Global Perlindungan Data bola. sepenuhnya memiliki
waktu dan biaya. fisik ke IKD masih pendataan - viobiutas Lyok . Pribadi (UU PDP) 5. Tj ; Kawi dokumen
: Penduduk (Migrasi . . Tingginya Kawin
5. Potensi P faat berjalan lambat. kelompok Urbanisasi. Di ’ diluncurkan untuk Usia Muda di kependudukan,
-potenst Femantaatan terdampak rbanisasi, Diaspora) melindungi: ; terutama:
g Beb Wilayah
Teknologi Informasi . Data kependudukan b Mobilitas lintas negara eberapa Wwilaya .
i encana. 1 g - data Sumbar - Anak usia 0 - 17
dalam Pelayanan; belum selalu meningkat karena: & K ]

- Tidak semua diperl:?a'rui secara 3. Kesiapsiagaan - ekonomi global ependudukan 6. Kerentanan 211'11{1;21) (Akta Lahir
masyarakat memiliki | mandiri oleh dokumen - migrasi kerja - NIK terhadap Bencana i
smartphone. masyarakat kependudukan - pendidikan - biometrik Alam (Banjir & - Lansia

- Infrastruktur Kesadaran terhadap bencana - perkawinan - histori dokumen Longsor) - Disabilitas
pelélelzintahan daerah malsyarall;at ici{aiir;nperubahan campuran . Penekanan - Sumbar kawasan - Penduduk
sudah mulai melaporkan peristiwa o . Administrasi rawan bencana, nonpermanen
mengarah ke kependudukan masih | - Kab. Pesisir 4. Perubahan Iklim dan Kependudukan berdampak pada |3-Peralihan dari KTP
digitalisasi. rendah. Peristiwa Selatan rentan Bencana Global, untuk Kelompok hilang/rusaknya fisik ke identitas

; kemati indah terhadap banjir bencana alam yang digital
- Potensi ematian, pinda . . > .. Rentan, dokumen. g
d dan longsor. semakin sering terjadi . membutuhkan:
mengembangkan atang, dan global (banjir, gempa Kementerian Dalam - Butuh mekanisme oy an:
layanan online, dan perubahan status - Dokumen badai) berd arm pak ’ Negeri menargetkan: rekam ulang cepat| - Infrastruktur
IKD (Identitas perkawinan tidak kfependudukan pada: - lansia dan database jaringan yang kuat
Kep_endudukan s?lalu segera dlperlgkan .untuk. ~ hilangnya dokumen - disabilitas digital aman. - Literasi digital
Digital) dilaporkan sehingga (Identifikasi . masyarakat
. data tidak sinkron korban, - perpindahan - masyarakat adat Si K
#. Potensi SDM masih dengan keadaan Penyaluran penduduk - penduduk tidak - Bar}ytak ASN Kab. - dlsttem eamanan
kurang dari kuantitas sebenarnya. bantuan, - pengungsian mampu EeSISlrlsglaFaln Sa a )

dan kualitas; 4. Sosialisasi dan Perlindungan 5. Konsep Sustainable - Mobilitas k:\rbaslilesizlirr1 o - d]cf)rivI aﬁ’? lilf ngq

- Jumlahfundungsional| ™ ; ; administrasi Development Goals - ) . eng Y
Disdukecanil Kab edukasi Adminduk negara) Perpindahan selatan sehingga digital

ueap o belum merata di & (SDGs) penduduk banyak penduduk
Pesisir Selatan masih : - yax p
K seluruh lapisan - Sistem digital dan Identitas legal adalah antardaerah rentan 4.Penguatan Layanan
vrans. masyarakat database menjadi | bagian dari SDG semakin tinggi: administrasi Jemput Bola &

- Belum adanya SDM Y solusi jika Inklusi Administrasi
dengan spesifikasi Pelay anan dokumen fisik 6. Teknologi global . Peningkatan kzgzniil,;d;kan Kependudukan
kearsiapan ia{dmméstgasli el rusak atau hilang. Eerke;nbangbdengan Peng%unaan iab pesisir selatan|5_Penguatan Sistem

- ; épenduduxan belum ecerdasan buatan (Al),| Database : :
ggll\lj[nfl)ft)%gampﬂny a sepenuhnya dipahami|4. Transformasi digital internet of thing (Lot), Kependudukan ) ) ) Keamanm dan

oleh masyarakat layanan big data, blockchain untuk Program 7. Kesenjangan Literasi|  Perlindungan Data
miskin, kelompok administrasi Implikasi untuk Nasional glz‘f’ltal AE%T. Kependudukan
. . elompok Usia
o Pgtens1 mtegr asi dan rentan, peny andang kependudl.lkar.l Disdukcapil: Data Disdukcapil P . 6.Peningkatan
Sinkronisasi Data disabilitas, dan untuk efisiensi ) di ak tuk: - Generasi tua K tensi d
Antar-OPD; masyarakat yang sumber daya - layanan Adminduk tgunakan untuk: masih kesulitan ompetens: can
’ Y harus adaptif - DTKS Kapasitas SDM
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Potensi Daerah yang

Permasalahan PD

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Isu Strategis PD

dengan Layanan Publik

Strategis;

- Pencatatan kelahiran
dapat disinergikan

memiliki potensi
integrasi layanan,
masih ada OPD yang
belum

S24

aspek sosial dan
HAM.

Peningkatan

menjadi kewenangan PD Relevan dengan PD Global Nasional Regional
- Dukungan dari Dinas tipgggl di daerah - Sisttem layanan - potensi penggunaan - PIP dengan IKD &,' Disdukcapil
Sosia.l, .Kesehatan, pinggiran. gpl%naeiz IKD, dan Al untuk verifikasi - JKN pelayanan online. 7 Pemenuhan Standar
Pendidikan, Bappeda, |5 Kapasitas SDM belum diﬁgmlliim data - Bansos - Butuh dukungan | pelayanan Publik
dan Kominfo. merata dalam mengurangi - pengembangan - Data Pemilu penmgkatan dan Kepuasan
- Data NIK dapat kompetensi teknologi gurang sistem 7 ;4 ; literasi dan Masyarakat
: . penggunaan . Reformasi Birokrasi d ;
digunakan untuk dan manajemen data kependudukan cloud-| " bli pendampingan
verifikasi penerima Sebagi ¢ kertas (paperless) based ayanan Publi. masyarakat. 8.Penanganan Dampak
bantuan, peserta ¢ e}ﬁl?n pehl,llgals - Mendukung Disdukcapil menjadi Kependudukan
< dile en d masih lemah dalam rinsi 7 Demokratisasi Data role model . Percepatan Akibat Bencana
didik, pasien, dan mengoperasikan p p dan Keterbuk 1 . Transformasi
warga pemilih. X X X pembangunan an Keterbukaan pelayanan: = : ;
_ sistem informasi rendah karbon. Informasi Publik, trend | - mudah Digital 9.Adaptasi Regulasi
M.embuka peluang kependudukan, lobal menuntut. Pemerintahan dan Kebijakan
Big Data pelayanan digital, dan| - Menghemat . _g transparasi ) - cepat Daerah di Sumbar, | Kependudukan
Kependudukan pendataan berbasis Waktu, energi, dan - akses data publik - transparan Tuntutan untuk Perubahan cepat
daerah. NIK. biaya operasional kuntabilitas dieital - terstandar Kuat: kebijakan nasional di
. L masyarakat. - axuntabritas digt - berbasis teknologi mempersuiat: bidang:
6. Potensi Aktivasi 6. Pelayanan masih erbasis teknologl - SIAK Terpusat &
Layanap Berbasis ' tergantung pada 5. Penguatan tata - IKD (Identitas - IKD )
Komunitas dan Kearifan| giqtem jaringan dan kelola data Kependudukan - Pelayanan daring
Lokal; SIAK pusat kependudukan yang Digital) - Pemutakhiran
- Kab. Pesisir Selatan o transparan dan data
g Jika jaringan terputus ) - Layanan
memiliki peran tokoh | . = Js . rvegr SIAIl;p akuntabel; Ad}xlninduk - Kependudukan
adat, ulama, dan error, pelayanan akan - Data peqduduk berbasis mobile berbasis biometrik
n_lasy_arakat yang berhenti. Hal ini yang valid penting - Menuntut daerah
tinggt. menimbulkan waktu untuk . . selalu
- Dapat dimanfaatkan | tyngeu, komplain menghindari menyesuaikan
untuk: (Sosialisasi masyarakat, dan kesalahan sasaran dan bergerak
hak Adminduk, menurunkan indeks banfuan cepat.
Pencatatan kelahiran |  kepuasan layanan. hngkungan dan
dan perkawinan, sosial.
gerakan sadar 7. Pemanfaatan data - Mencegah
dokumen kependudukan antar- kebocoran data
kependudukan) OPD belum pribadi yang
- Potensi Kolab ) sepenuhnya optimal berpotensi
- rotenst folaborast Walaupun Kota Solok berdampak pada
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Potensi Daerah yang
menjadi kewenangan PD

Permasalahan PD

Isu KLHS Yang
Relevan dengan PD

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Global

Nasional

Regional

Isu Strategis PD

dengan: rumah
Sakit, Puskesmas,
Dinas Pendidikan
(PAUD & SD)

- Potensial
menerapkan
Pelayanan
Terintegrasi (layanan
3in 1 atau 5 in 1).
Lahir—Akta-KK-NIK-
KIA selesai dalam
satu pelayanan.

8. Potensi Pembiayaan dan
Dukungan Kebijakan
Daerah;

- Pemerintah Kab.
Pesisir Selatan
memiliki komitmen
cukup baik dalam
penguatan layanan
publik.

- Masih perlu
dukungan APBD dan
fasilitasi kebijakan
membuka peluang
modernisasi layanan.

0. Potensi Pemanfaatan
Identitas
Kependudukan Digital
(IKD);

- Memberikan efisiensi
dan akurasi layanan
publik berbasis
identitas digital.

10.Potensi Kabupaten
Pesisir Selatan Menjadi

o)

memaksimalkan
akses data NIK untuk
pendidikan,
kesehatan, bantuan
sosial, dan
perencanaan
pembangunan

. Inovasi pelayanan

belum sepenuhnya
digunakan oleh
masyarakat Layanan
online, layanan 3 in 1,
dan aplikasi inovasi
lainnya masih lebih
banyak dimanfaatkan
oleh kelompok melek
teknologi.

. Kualitas sarana dan

prasarana pelayanan
masih perlu
ditingkatkan

Fasilitas ruang
tunggu, akses difabel,
sistem antrean, serta
teknologi pendukung
pelayanan belum
sepenuhnya ideal
untuk pelayanan
prima berbasis
kenyamanan.

10. Budaya IKD belum

melekat dalam proses
pelayanan publik
masyarakat

Banyak layanan
publik tetap

~

kapasitas SDM
terhadap isu sosial
dan lingkungan;
SDM Disdukcapil
harus memahami
(prinsip inklusivitas
- Aspek dampak
lingkungan, -
pelayanan publik
adaptif, - etika
digital dan
perlindungan data)

Pelayanan

Adminduk berbasis

data NIK

mendukung capaian

pembanguan

berkelanjutan

(SDGS):

- SDG:Pengentasan
Kemiskinan

- SDG Kesehatan

- SDG Pendidikan

- SDG Kesetaraan

- SDG Institusi kuat
& Pelayanan
publik

Perlindungan hak

identitas penduduk

dalam konteks

perubahan sosial

dan lingkungan

- Identitas hukum
(legal identity)
adalah hak dasar
warga negara
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Potensi Daerah yang Isu KLHS Yang Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Permasalahan PD Isu Strategis PD

menjadi kewenangan PD Relevan dengan PD Global Nasional Regional
Role Model Layanan mensyaratkan KTP-el| - Sangat penting
Adminduk di Sumatera| fisik, sehingga IKD dalam konteks:
Barat; belum menjadi a.Migrasi,
Karena wilayah kecil, identitas utama. b.Urbanisasi,

c.Bencana,
d.Kesetaraan
gender

sistem matang, dan 11. Layanan keliling

akses publik yang masih terbatas oleh
mudah, Kabupaten anggaran

Pesisir Seltan
berpotensi: (menjadi
pilot project SIAK
Terpusat,
mengembangkan
layanan berbasis
mobile service, dan
digital office delivery
system)
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dalam kerangka perencanaan pemerintahan adalah sesuatu
kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan. Perumusan tujuan perangkat daerah tentu harus menunjang
rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi
pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025-2029. Adapun visi Pembangunan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025-2029:

VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan
arah pembangunan lima tahun ke depan yaitu Maju, Tumbuh dan
Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki mencerminkan tekad Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun Wilayah dengan daya saing
tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta memastikan
pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Penjelasan visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai
berikut:
Maju:

Dalam Konteks Pembangunan “Maju® mencerminkan

pembangunan yang progresif diberbagai sektor yang berarti Pesisir

Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern,

pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan teknologi guna
menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya
saing.

Tumbuh:

Kata “Tumbuh” dalam dalam visi ini dimaknai sebagai dinamika

pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan
daerah secara keseluruhan. Kata “tumbuh” bukan hanya sekedar

pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan
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pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan
adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu
menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih
maju, sejahtera dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Kata “Berkelanjutan” menegaskan pentingnya menjaga

keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak,
mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan
ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa
kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi

mendatang.

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam
5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima)
tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang
menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh
pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan
pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi
strategis yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing
Misi 3 : Pesisir Selatan M enjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata
Unggul untuk Mewujudkan M asyarakat yang Sejahtera
Misi 4 : Mewujudkan Kehidup an Masyarakat yang Harmonis, Adil dan
Inklusif
Misi 5 : Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan T angguh

Bencana

Berdasarkan misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupate Pesisir Selatan yang melaksanakan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil tidak menjadi urusan yang langsung
mendukung salah satu misi. Namun demikian, pengelolaan dan/atau
pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

berupa pemberian layanan pemerintahan kepada penerima manfaat
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layanan publik termasuk pada urusan wajib non pelayanan dasar yang
harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara substansi
melekat pada Misi ke 1 (satu) dari lima misi pembangunan tahun 2025-

2029 yakni :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Bertolak dari kondisi/pencapaian kinerja, permasalahan, arah
kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat,
kementerian/ lembaga, serta arah kebijakan pembangunan daerah
melalui visi - misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang
dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan rumusan Tujuan urusan perangkat
daerah penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta diselaraskan dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, maka rumusan Tujuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
bahwa setiap perangkat daerah hanya dibolehkan memiliki 1 (satu)
tujuan perangkat daerah, walaupun perangkat daerah tersebut
mengemban lebih dari 1 urusan. Terkait dengan hal ini, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang
mengemban pelaksanaan tugas kongkuren dalam pengelolaan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat Kabupaten,
maka tujuan yang dirumuskan disesuaikan sebagaimana yang telah
ditetapkan pada inmendagri tersebut.

Secara lengkap hubungan antara visi-misi daerah dalam RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dan rumusan Tujuan,

Sasaran beserta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah

sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tabel 3.1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD (| TUJUAN SASARAN INDIKEATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Visi Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanutan
Mist 1 Meningkatkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Tujuan RPJMD 1.1 |Terwwjudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggt
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sasaran RPJMD [Tervujudnya Indeks 91,5 92 92,5 93,1 93,8 94.6 93,5
1.1.2 layanan Kepuasan
Meningkatnya administrasi Masyarakat
Tata Kelola - —=
Pemerintahan leependuduk |Meningkatnya |Nilai AKIP 89,9 85 85,2 86,1 87.1 88,3 89,4
yang Akuntabel |30 dan Alkuntabilitas Perangkat
dan Berdaya pencatatan |Kinerja Dinas Daerah
Saing sipilyang  |Dulccapil (Angka)
efektif dan Persentase 0,56 0,52 0,54 0,65 0.75 0,85 0,95
efisien Peningkatan
Kepuasan
terhadap
Pelayanan
Dukeapil (%)
Nilai 56 80 81 82 83 84 85
Kematangan
Inovasi
Perangkat
Daerah
(Angica)
Meningkatnya |Persentase 92,31 92,33 61,08 62 62,98 63,82 64,83
Kepemilikan Pendudulk yang
Kependudukan (Dokumen
Kependudukan
(%%
Meningkatnya |Persentase 60 63 70 73 80 83 Q0
Pendayagunaan |Stakeholder
Data yang
Kependudukan [Memanfaatkan
untulc Data
Pelayanan Kependudulkan
Publik Berdasarkan
Perjanjian
Kerja Sama
(PKS) (96

Berdasarkan tabel 3.1 diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berada pada misi 1 yaitu Meningkatkan
Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas dengan sasaran kedua
yaitu meningkatnya tata kelola peerintahan yang akuntabel dan berdaya
saing dengan tujuan Terwujudnya layanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien yang memiliki 3 ( tiga)

sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja.
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3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil maka dibutuhkan strategi untuk melaksanakan

indikator kinerja dengan menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas

Dukcapil maka diperlukan 3(tiga) indikator kinerja yaitu :

1) Dengan meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah yang diukur
melalui penilaiaan laporan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan.

2) Melakukan Peningkatan Kepuasan Masyarakat yang diukur melalui
surve kepuasan masyarakat dengan menyebarkan kuesioner secara
digital kepada masyarakat yang telah melakukan pengurusan
dokumen kependudukan baik yang data langsung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
maupun yang mengurus dokumen melalui aplikasi SIDALIMAS yang
baru diterbitkan pada tahun 2025.

3) Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Salah satu yang bisa dijadikan gambaran keberhasilan kinerja
layanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
berdasarkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.

Tingkat/persentase kepemilikan dokumen kependudukan didasarkan

pada jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang

diwajibkan sesuai dengan klasifikasinya
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

RPJMN Tahun 2025-2029, dan memperhatikan matriks Rancangan

Renstra Kemendagri urusan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil dari Ditjend Dukcapil Kemendagri serta pointer-pointer pada

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

dokumen kependudukan yang menjadi instrumen indikator kinerja pada

Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil adalah:

1) Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital;
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2) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki
KIA;

3) Perekaman KTP el

4) Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;

5) Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus
meninggal;

0) Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus
menikah; dan

7) Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk berstatus cerai

Untuk mengukur substansi Sasaran 2 pada Renstra Tahun 2025-
2029 ini berbeda dengan Sasaran Cakupan Layanan Adminduk dan
Capail pada Renstra Tahun 2021—2026 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan walaupun secara nomeklatur
sasarannya sama. Dimana terdapat prubahan indikator persentase
kepemilikan KTP el menjadi aktivasi IKD serta perubahan forumlasi
perhitungan pada kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Pada
dokumen pencatatan sipil, terdapat perbedaan defenisi operasional pada
Renstra 2021-2026. Pada Renstras 2021-2026, kepemilikan akta
kelahiran diukur pada anak dengan rentang usia 0-17 tahun sedangkan
pada Renstra Tahun 2025-2029 kepemilikan akta kelahiran diukur pada
anak usia 0-4 tahun, sedangkan 3 jenis akta lainnya (akta kematian,
akta perkawinan dan akta perceraian) diganti pengukurannya
berdasarkan kejadian peristiwa,

Dengan perubahan elemen/jenis dokumen kependudukan dan
perubahan defenisi operasional pada dokumen pencatatan spil maka
terlihat penurunan target sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.1
diatas

Untuk gembaran/perbandingan yang lebih jelas, dapat dilihat pada
tabel 3.2 berikut :
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Tabel 3.2

Perbandingan Defenisi Operasional (DO) Kepemilikan Dokumen
Kependudukan antara Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renstra Tahun

2025-2029
No Defenisi Operasional pada Defenisi Operasional pada
Renstra Tahun 2021-2026 Renstra Tahun 2025-2029
1 | Persentase Perekaman KTP el Persentase Kepemilikan
Identitas Kependudukan Digital
(IKD)
2 | Persentase Kepemilikan Kartu Persentase Kepemilikan Kartu
Identitas Anak Identitas Anak
3 | Persentase Kepemilikan Kartu -
Keluarga
4 | Persentase Kepemilikan Akta Persentase anak berusia 0-4
Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | tahun yang memiliki akta
kelahiran
S5 | Persentas Kepemilikan Akta Persentaase Kepemilikan akta
Kematian kematian bagi penduduk yang
meninggal
6 |- Persentase penduduk yang
memiliki akta perkawinan bagi
penduduk yang menikah
7 |- Persentase penduduk yang
memiliki akta cerai bagi
penduduk yang bercerai

Sasaran 3 : Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk

Pelayanan Publik

Dalam upaya mencapai tujuan maka diperlukan upaya
peningkatan  pemanfaatan data  kependudukan  pada @ setiap
instansi/stakeholder. Upaya pendayagunaan data kependudukan untuk
setiap urusan pemerintah dan/atau non pemerintah dilakukan dengan
peningkatan dan optimalisasi sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi
dan melakukan kerjasama pemaanfaatan data kependudukan.

Terkait dengan perubahan kebijakan pemanfaatan data
kependudukan untuk instansi pengguna data yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri. Dimana pada kebijakan sebelumnya, setiap lembaga
pengguna dapat mengakses data kependudukan melalui aplikasi resmi
yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan dokumen
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada kebijakan
baru pemanfaatan data kependudukan bahwa setiap instansi pengguna

yang membutuhkan akses data by system atau melalui aplikasi yang

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




telah ditetapkan wajib melaksanakan kebijakan pengelolaan/keamanan
data dengan sertifikasi ISO/IEC 27001. Penerapan sertifikasi ISO ini
berdampak cukup signifikan terhadap lembaga pengguna karena
membutuhkan standarisasi baik hardware, software, maupun sarana
prasarana pendukung lainnya yang membutuhkan biaya pengadaan dan
pemeliharaan yang cukup besar. Dengan kondisi ini, banyak usulan
perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data yang kewenangan
mutlaknya berada pada Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak/belum
disetujui.

Perubahan kebijakan ini yang berdampak pada penyesuaian
formulasi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan data. Pada
kondisi sebelumnya, formulasi pemanfaatan data kependudukan diukur
berdasarkan instansi pengguna yang telah melakukan kerjasama
pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimana sampai dengan akhir
Tahun 2024 telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data,
dengan capaian kinerja indikator sasaran baru sebesar 17,07 % atau
sebanyak 7 perangkat daerah dari 41 perangkat daerah yang ada di
Kabupaten Pesisir Selatan .

Menyikapi perubahan kebijakan pemanfaatan data sebagaimana
yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian
formulasi sasaran, yang sebelumnya hanya diukur berdasarkan yang
telah melakukan PKS pemanfaatan data dirubah dengan Persentase
stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan baik yang dapat
mengakses langsung data kependudukan berdasarkan PKS maupun yang
membutuhkan data kependudukan secara konvensional. Sehingga target
yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pesisir Selatan tidak lagi diukur berdasarkan jumlah,
tapi berdasarkan persentase lembaga pemerintah/non pemerintah baik

by system ataupun tidak.

3.2.1. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra perangkat daerah dirumuskan sebagai upaya
perencanaan tindakan yang komprehensif dan berisikan langkah
langkah /upaya yang akan dilakukan diberbagai aspek seperti sumber

daya, tahapan, fokus dan penentuan ogram/kegiatan/sub kegiatan dalam
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menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran
perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan yang menjalankan urusan pemerintahan kongkuren lingkup
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya tentang tugas pokok dan fungsi dinas
kependudukan dan pencatatan sipil, maka dalam pencapaian
tujuan/sasaran perangkat daerah yang telah dirumuskan akan
diaktualisasikan dalam bentuk strategi.

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan pada
Bab II yang sejalan dengan upaya merealisasikan tujuan/sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025-2029 dalam lingkup visi-misi pembangunan daerah dalam 5 (lima)
tahun ke depan, maka strategi yang akan dilaksanakan khususnya dalam
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

1) Melakukan kerja sama dengan lembaga penggguna dalam
pemanfaatan data kependudukan

2) Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas
layanan administrasi kependudukan baik secara konvensional
maupun digitalisasi pelayanan.

Sebagai langkah  kongkrit merealisasikan strategi, perlu
dirumuskan tahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun penahapan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2025-2029 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No Sasaran

Tahap II (2027)

Tahap III (2028)

Tahap IV (2029

Tahap V (2030)

1. Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja

Dukcapil

Tahap I (2026)

e Meningkatkan Nilai AKIP

e Meningkatkan kualitas
SDM dengan
memberikan Bimtek

kepada ASN dan Non

ASN khususnya yang
bertugas di Front Office

e Melakukan
penggantian/perbaikan
sarana dan prasarana

e Melakukan peninjauan
kembali SOP yang terkait
dengan pelayanan

pendaftatan  penduduk
dan pencatatan sipil

o Melakukan penataan
arsip dinas Dukcapil

e Menciptakan Inovasi

yang mudah digunakan

dalam rangka

peningkatan kualitas

layanan adminduk capil

e Meningkatkan Nilai
AKIP

e Meningkatkan kualitas
SDM dengan
memberikan Bimtek
kepada ASN dan Non
ASN khususnya yang
bertugas di Front Office

e Melakukan
penggantian/perbaikan
sarana dan prasarana

e Melakukan peninjauan
kembali  SOP

terkait

yang
dengan

pelayanan pendaftatan

penduduk dan
pencatatan sipil
e Melakukan  penataan

arsip dinas Dukcapil
e Menciptakan Inovasi

yang mudah digunakan

dalam rangka
peningkatan  kualitas
layanan adminduk
capil

e Meningkatkan Nilai AKIP

e Meningkatkan kualitas
SDM dengan memberikan
Bimtek kepada ASN dan
Non ASN khususnya yang
bertugas di Front Office

e Melakukan
penggantian/perbaikan
sarana dan prasarana

e Melakukan peninjauan
kembali SOP yang terkait
dengan pelayanan
pendaftatan penduduk dan
pencatatan sipil

e Melakukan penataan arsip
dinas Dukcapil

e Menciptakan Inovasi yang
mudah digunakan dalam
rangka

kualitas

peningkatan
layanan

adminduk capil

e Meningkatkan  Nilai
AKIP

¢ Meningkatkan
kualitas SDM dengan
memberikan Bimtek
kepada ASN dan Non

ASN khususnya yang

bertugas di Front
Office

e Melakukan
penggantian/ perbaik
an sarana dan
prasarana

e Melakukan
peninjauan  kembali
SOP yang terkait
dengan pelayanan
pendaftatan
penduduk dan

pencatatan sipil
e Melakukan penataan

arsip dinas Dukcapil

e Menciptakan Inovasi
yang mudah
digunakan dalam

¢ Meningkatkan Nilai
AKIP
¢ Meningkatkan

kualitas SDM
dengan
memberikan
Bimtek kepada ASN
dan Non ASN
khususnya yang
bertugas di Front
Office

e Melakukan
penggantian/ perbai
kan sarana dan
prasarana

e Melakukan
peninjauan kembali
SOP yang terkait

dengan pelayanan

pendaftatan
penduduk dan
pencatatan sipil

e Melakukan
penataan arsip

dinas Dukcapil
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rangka peningkatan
kualitas layanan

adminduk capil

¢ Menciptakan
Inovasi yang mudah
digunakan  dalam
rangka peningkatan
kualitas layanan

adminduk capil

Meningkatnya
Kepemilikan
Dokumen

Kependudukan

Meningkatkan jumlah
masyrakat yang
melakukan aktivasi IKD
Meningkatkan
kepemilikan kartu
Identitas Anak
Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan
Kementerian Agama
tentang perkawinan
penduduk yang telah
menikah

Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan

pengadila Agama tentang

status perceraian
penduduk

Melakukan sosialisasi
tentang pentingnya
memperbarui data
kependudukan dan
melaporkan kematian

Meningkatkan jumlah

masyrakat yang
melakukan aktivasi
IKD

Meningkatkan
kepemilikan kartu
Identitas Anak
Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan
Kementerian Agama
tentang perkawinan
penduduk yang telah
menikah

Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan
pengadila Agama
tentang status
perceraian penduduk
Melakukan sosialisasi
tentang pentingnya
memperbarui data

kependudukan dan

Meningkatkan jumlah
masyrakat yang
melakukan aktivasi IKD
Meningkatkan kepemilikan
kartu Identitas Anak

Melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan
Kementerian Agama
tentang perkawinan

penduduk  yang telah
menikah

Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan

pengadila Agama tentang

status perceraian
penduduk

Melakukan sosialisasi
tentang pentingnya
memperbarui data
kependudukan dan
melaporkan kematian

anggota keluarga ke Dinas

Meningkatkan jumlah
masyrakat yang
melakukan  aktivasi
IKD

Meningkatkan
kepemilikan kartu

Identitas Anak

Melakukan
koordinasi dan
kerjasama dengan

Kementerian Agama
tentang perkawinan

penduduk yang telah

menikah

Melakukan

koordinasi dan
kerjasama dengan
pengadila Agama
tentang status

perceraian penduduk
Melakukan sosialisasi

tentang  pentingnya

¢ Meningkatkan
jumlah masyrakat
yang melakukan
aktivasi IKD

e Meningkatkan
kepemilikan kartu
Identitas Anak

e Melakukan
koordinasi dan
kerjasama dengan
Kementerian Agama
tentang perkawinan
penduduk yang
telah menikah

e Melakukan
koordinasi dan
kerjasama dengan
pengadila Agama
tentang status
perceraian
penduduk

e Melakukan
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kementerian per semester

kementerian per semester

semester

kementerian per

semester

anggota  keluarga ke melaporkan kematian Kependudukan dan memperbarui data sosialisasi tentang
Dinas Kependudukan anggota keluarga ke Pencatatan  Sipil untk kependudukan dan pentingnya
dan Pencatatan  Sipil Dinas Kependudukan diterbitkan Akta melaporkan kematian memperbarui data
untk diterbitkan Akta dan Pencatatan Sipil Kematiannya anggota keluarga ke kependudukan dan
Kematiannya untk diterbitkan Akta | Melakukan sosialisasi Dinas Kependudukan melaporkan
e Melakukan sosialisasi Kematiannya kepada masyarakat tenang dan Pencatatan Sipil kematian  anggota
kepada masyarakat | Melakukan sosialisasi | pengurusan dokumen untk diterbitkan Akta keluarga ke Dinas
tenang pengurusan | kepada masyarakat | kependudukan secara online Kematiannya Kependudukan dan
dokumen kependudukan | tenang pengurusan | melalui aplikasi SIDALINMAS | Melakukan sosialisasi Pencatatan Sipil
secara online melalui | dokumen kependudukan kepada masyarakat untk diterbitkan
aplikasi SIDALINMAS secara online melalui tenang pengurusan Akta Kematiannya
aplikasi SIDALINMAS dokumen Melakukan sosialisasi
kependudukan secara | kepada  masyarakat
online melalui aplikasi | tenang  pengurusan
SIDALINMAS dokumen
kependudukan secara
online melalui
aplikasi SIDALINMAS
3. Meningkanya -melakukan kerjasama | melakukan kerjasama | melakukan kerjasama | melakukan kerjasama | melakukan kerjasama
Pendayagunaan data | dengan OPD tentang | dengan OPD tentang | dengan OPD tentang | dengan OPD tentang | dengan OPD tentang
kependudukan untuk | pemanfaatan data | pemanfaatan data | pemanfaatan data | pemanfaatan data | pemanfaatan data
pelayanan publik kependudukan kependudukan kependudukan kependudukan kependudukan
-menyajikan profil | -menyajikan profil | -menyajikan profil | -menyajikan profil | -menyajikan profil
kependudukan kependudukan kependudukan berdasarkan | kependudukan kependudukan
berdasarkan data DKB | berdasarkan data DKB | data DKB kementerian per | berdasarkan data DKB | berdasarkan data

DKB kementerian per

semester
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3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi dan penahapan renstra perangkat daerah yang ditetapkan sebagai
arah untuk mewujudkan tujuan/sasaran, memerlukan arah kebijakan yang
terukur untuk kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Terkait arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil pada Renstra periode Tahun 2025-2029 berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
No | Operasionalisasi NSPK Sasaran/ Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra

1 | Sasaran RPJMD 1.1.2 | Memperkuat tata kelola Memperkuat tata kelola
Meningkatnya tata kelola | pemerintahan daerah yang Dinas Kependudukan dan
pemerintahan yang | transparan, akuntabel, Pencatatan Sipil yang
akuntabel dan berdaya | partisipatif, dan berorientasi transparan, akuntabel,
saing pada pelayanan masyarakat partisipatif, dan

Indikator Kinerja:

e Nilai SAKIP

berorientasi pada kualitas

pelayanan administrasi
e Indeks Pelayanan

Publik

kependudukan.

e Indek Inovasi Daerah
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Sesuai Visi, Misi dan Sasaran RPJMD arah kebijakan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Kependudukan dan Penncatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

ISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

SASARAN RPJMD 1.1.2 : MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR BIROKRASI

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya layanan | 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya Peningakatan
administrasi Akuntabilitas pengembangan kualitas sumber
kependudukan dan Kinerja Dukcapil kompetensi ASN daya aparatur
pencatatan sipil yang dengan memberikan
efektif dan efisien bimbingan teknis

kepada aparatur
2. Meningkatkan nilai Peningkatan nilai
kematangan inovasi kematangan
dengan melakukan inovasi
perbaikan atas
kekuaran inovasi
tahun lalu
3. Melakukan survei Peningaktan
kepuasan masyarakat | kepuasan
terhadapat layanan masyarakat
administrasi terhadap layanan
kepedudukan minial publik
2 kali dalam setahun
4. Meningkatkan sarana | Peningkatan
dan prasarana sarana dan
prasarana
. Meningkatnya Mengupayakan 1) Pelayanan
Kepemilikan perbaikan dan Pendaftaran
Dokumen peningkatan kualitas Penduduk
Kependudukan dan kuantitas layanan 2) Penataan
administrasi Penaftaran
kependudukan baik penduduk
secara konvensional 3) Penyelenggara
maupun secara an
digitalisasi pelayanan Pendaftaran
Penduduk
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4)

5)

6)

7)

Pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggara
an
pendaftaran
penduduk
Pelayanan
pencatatan
sipil
Penyelenggara
an pencatatan
sipil
Pembinaan
dan
pengawasan
pelayanan
pencatatan
sipil

3. Meningkatnya
Pendayagunaan
data
kependudukan
untuk pelayanan
publik

. Mengupayakan

otimalisasi
pemanfaatan data
kependudukan.

1)

2)

3)

4)

Penataan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
Penyelenggaraan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
Pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
Penyediaan profil
kependudukan

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada
nomeklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Pernagkat Daerah Tahun 2025-2029, maka program prioritas pelaksanaan
urusan admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan program penunjang adalah
sebagai berikut :.
1) Program Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dan

S) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Perwujudan yang lebih kongkrit dari 5 (lima)) program urusan dan
penunjang urusan akan diaktualisasikan ke dalam bentuk kegiatan dan sub

kegiatan dari masing-masing program tersebut :

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

En— I —

SASARAN I
RPJMD

PROGRAMPD

KEGIATAN &

OUTPUT SUBKEGIATAN
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Tabel 4

1

Tujuan, Sasara, Program/Kegaitan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN | OUTCOME | OUTPUT INDIKATOR SUBB];G]AT AN / KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04 (05) (06 (07) (08)
Visi Peststr Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan
Misi Meningkatkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Tujuan RPJMD 1.1 Terwujudnya Birokrast yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggt
2.12,0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Terwujudnya layanan Indeks Kepuasan
administrasi Meninglkatnya Nilai AKIP Peranglcat
kependudukan dan Akuntabilitas Daerah
pencatatan sipil yang Kinerja Dinag Persentase
efektif dan efisien Dukcapil Peningkatan
Kepuasan terhadap
Pelayanan Dukcapil
Nilai Kematangan
Inovasi Peranglat
Daerah
Meningkatn Peningkatan Nilai  |2.12.01 - FROGRAM
va Tata AKIP Perangkat PENUNJANG URUSAN
Kelola Daerah PEMERINTAHAN DAERAH
Organizasi KABUPATEN/KOTA
Dukeapil Perzentase Kinerja  (2,12.01 - FROGRAM
Bidang vang tercapai [PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KQOTA
Jumlah Inovasi 2.12.01 - FROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KQTA
Tersusunny |[Jumlah Dokumen  |2.12.01.2.01 - Perencanaan,
adokumen |Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi
perencanaa |Perangkat Daerah  |Kinerja Perangkat Daerah
ndan Jumlah Laporan 2.12.01.2.01 - Perencanaan,
penganggar |Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi
an dan Perangkat Daerah  |Kinerja Perangkat Daerah
evaluasi  |Jumlah Dokumen  |2,12.01.2.01.0001 - Penyusunan
kinerja Perencanaan Dokumen Perencanaan
perangkat |Perangkat Daerah  |Perangkat Daerah
daerah | jymiah Laporan 2,12.01.2.01.0007 - Evaluasi
tepat wakiu | Fualuasi Kinerja ~ |Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Terpenuhin |[Jumlah Orang vang  |2.12.01.2.02 - Administrasi
va Menerima Gaji dan  |Keuangan Perangkat Daerah
administras|Tunjangan ASN
ikeuangan |Jumlah Orang yang |2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan
perangkat |Menerima Gajidan  |Gaji dan Tunjangan ASN
daerah Tunjangan ASN

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




PROGRAM / KEGIATAN /

Petlengkapan Kantor yang Disediakan

Perangkat Dagrah

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR g IATAN KETERANGAN
(02) (03] (04] (03} [06] (07} (08)
Terlakeananya  |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan  [2,12,01.2.02 - Administrasi
pelaporan Administrast Pelaksanaan Tugas ASN  |Keuangan Perangkat Dasrah
keuangan
ketepatan waktu |1 ;iah Dokumen Hasil Penyediaan  |2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan
Administrast Pelaksanaan Tugas ASN  |Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
Terpenuhinya  [Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta  |2.12.01.2.05 - Administrasi
Administrasi Atribut Kelengkapan Kepegawaian Perangkat Daerah
Umum dan
Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta |2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan
Perangkat Daerah Atribut Kelengkapan Palaian Dinas beserta Atribut
Persentase Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan  |2.12,01.2.06 - Administrasi Umum
Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan vang  |Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Penatausahaan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum
Arsip Dinamis pada SKPD Perangkat Dasrah
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan |2,12,01.2.06 - Administrasi Umum
Tamu Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |Perangkat Daerah
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor  (2.12.01.2.06 - Administrasi Umum
yang Disediakan Perangkat Daerah
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum
Pengzandaan yang Disediakan Perangkat Dasrah
Jumlah Paket Komponen Instalasi 2,12.01.2.06 - Administrasi Umum
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor |Perangkat Daerah
yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum

Jumlah Paket Peralatan Rumah 2.12.01.2.06 - Administrasi Umum

Tangga yang Disediakan Perangkat Daerah

Jumlah Paket Kemponen Instalasi 2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |Komponen Instalasi

yang Dizediakan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 2.12.01.2.06.0002 - Penyeciaan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangza vang Disediakan

2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




PROGRAM / KEGIATAN /

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(02) (03] [04) (03] (06) (07) (08)
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor  |2,12,01.2.06.0004 - Penyeciaan
yang Disediakan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan
Penggandaan vang Disedizkan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan  |2.12,01.2,06.0006 - Penyediaan
Peraturan Perundang-Undangan yang  |Bahan Bacaan dan Peraturan
Disediakan Perundang-undangan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan |2,12,01.2.06.0008 - Fasilitasi
Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2.12.01.2.06.0009 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
Terlaksananya  |[Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang
Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan
Jumlah Unit Peralatan dan Mezin 2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang
Lainnya yang Disediakan Milik Daerah Penunjang Urusan
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |2.12.01.2.07.0003 - Pengadaan
Mebel
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 2.12,01.2.07.0006 - Pengadaan
Lainnya yang Disediakan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpenuhinya  [Jumlah Laporan Penyediaan Jaza 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa
jasa penunjang  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penunjang Urusan Pemerintahan
urusan Listrik yang Disediakan Daerah
pemerintahan
daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Penunjang Urusan Pemerintahan
Disediakan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Listrik yang Disediakan dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan
Pelayanan Umum Kantor yang Jasa Pelayanan Umum Kantor
Disediakan
Terpeliharanya  |[Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan |2.12.01.2.09 - Pemeliharaan
barang milik Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Barang Milik Dasrah Penunjang
daerah panunjang Urusan Pemerintahan Daerah
urusan
pemerintahan  |jyqlah Kendaraan Dinas Operasional |2.12.01.2.09 - Pemeliharaan
dengan taik atau Lapangan yang Dipelihara dan  |Barang Milik Daerah Penunjang
dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |Urusan Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME | OUTPUT INDIEATOR 5 / IATAN / KETERANGAN
RELEVAN
I (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Kendaraan (2.12.01.2.09 - Pemeliharaan
Perorangan Dinas Barang Milik Dasrah Penunjang
atau Kendaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajalnya
Jumilah Mebel yang |2.12.01.2.09 - Pemeliharaan
Dipelihara Barang Milikk Daerah Penunjang
Uruzan Pemerintahan Daerah
Jumlah Peralatan 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan
dan Mesin Lainnya |Barang Milikk Daerah Penunjang|
vang Dipelihara Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan |[2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan
Perorangan Dinas Jaza Pemeliharaan, Biaya
atau Kendaraan Pemeliharaan, dan Pajalk
Dinas Jabatan yang |Kendaraan Perorangan Dinas
Dipelihara dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan |[2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan
Dinas Operasional Jasa Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan yang |Pemeliharaan, Pajak dan
Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas
dibayarkan Pajalk dan |Operazional atau Lapangan
Perizinannya
Jumlah Mebel yang (2.12.01.2.09.0005 -
Dipelihara Pemeliharaan Mebel
Jumlah Peralatan 2.12.01.2.09.0006 -
dan Mesin Lainnya |Pemeliharaan Peralatan dan
yang Dipelihara Mesin Lainnya
Jumlah Gedung 2.12.01.2.09.0009 -
Kantor dan Bangunan [Pemeliharaan [Rehabilitasi
Lainnya yang Gedung Kantor dan Bangunan
Dipelihara /Direhabili| Lainnya
tasi
Meninglkatnya Perzentaze Penduduk
Kepemilikan yang Memililei
Dolkumen Dokumen
Kependudukan Kependudukan
Meningkatn Perzentase 2.12.02 - PROGRAM
va kualitas Kepemilikan PENDAFTARAN PENDUDUK
layanan Identitas
pendaftaran Kependudukan
penduduk Digital
Persentase Analc 2.12.02 - PROGRAM
Usia 0-17 Tahun PENDAFTARAN PENDUDUK
kurang 1 (satu) hari
yang memiliki KIA
Perskaman KTP 2.12.02 - PROGRAM
elektronik PENDAFTARAN PENDUDUK
Terlaksana [Jumlah Dokumen 2.12.02.2.01 - Pelayanan
nya Hasil Pencatatan, Pendaftaran Penduduk
Pelayanan |Penatausahaan dan
Pendaftaran |Penerbitan Dokumen
penduduk  [Atas Pendaftaran

Penduduk

Jumlah Dokumen
Hasil Pendataan
Penduduk Non

Permanen dan

2.12.02.2.01 - Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Rentan Administrasi

Kependudukan

Jumiah Dokumen 2.12.02.2.01 - Pelayanan
Fencatatan, Fendaftaran Pendudulc
Penatausahaan dan

Penerbitan Dokumen
Atas Pelaporan
Peristiwa
Kependudulkan
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR SU]]KI;GIAT AN ! KETERANGAN
RELEVAN
101) (02) 03) (04) 03] (06) (07) 108)
Jumlzh Dokumen Pengumpulan, 2.12.02.2.01 - Pelayanan
Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
Terkait Pendaftaran Dan
Perkembangan Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan |2.12.02.2.01 - Pelayanan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Pencatatan Atas  |2.12.02.2.01 - Pelayanan
Pelaporan Peristiwa Kependudukan |Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Penerbitan 2.12.02.2.01 - Pelayanan
Dekumen Atas Hasil Pelaporan Pendaftaran Penduduk
Peristiwa Kependudukan
Jumlzah Penduduk yang Mendapatkan|(2.12.02.2.01 - Pelayanan
Pelayanan Penyelesaian Masalah  |Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan  |2.12.02.2.01.0001 - Pendataan
Penduduk Non Permanen dan Rentan [Penduduk Non Permanen dan
Administrasi Kependudukan Rentan Administrasi
Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, |2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pendaftaran Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk Penduduk
Jumlah Penduduk yang Mendapathan|2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian
Pelayanan Penyelesaian Masalah  (Masalah Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan |2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Dokumen Pencatatan, 2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa  (Dokumen Atas Pelaporan
Kependudukan Peristiwa Kependudukan
Jumlah Laporan Pencatatan Atas 2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan
Pelaporan Peristiwa Kependudukan  |Atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan

Jumlah Laporan Penerbitan 2.12,02.2.01.0007 - Penerbitan
Dokumen Atas Hasil Pelaporan Dokumen Atas Hasil Pelaporan
Peristiwa Kependudukan Peristiwa Kependudukan
Jumlzh Dokumen Pengumpulan, 2.12.02,.2.01.0008 - Pengumpulan,
Analisis, dan Diseminasi Data Analisis, dan Diseminasi Data
Terkait Pendaftaran Dan Terkait Pendaftaran dan
Perkembangan Penduduk Perkembangan Penduduk

Terlaksananya  |Jumlah Dokumen Kependudukan  [2,12.02.2.02 - Penataan

Penataan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan |Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Buku Terkait Pendaftaran Penduduk

Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang
Tersedia

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM | KEGIATAN /

RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
01} (02] 03) (04] 03 (06] (07) (08)
Jumlah Dokumen Kependudukan  |2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan
selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan |Dokumen Kependudukan selain
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk |Blangko KTP-El, Formulir, dan
Sesuad dengan Kebutuhan yang Buku Terkait Pendaftaran
Tersedia Penduduk Sesuai dengan
Kettuhan

Terlaksanaya  |[Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama |2,12.02.2.03 - Penyelenggaraan

Penyelengaaraan |dengan Organisasi Kemasyarakatan |Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran dan Perguruan Tinggi Terkait

Penduduk Pendaftaran Penduduk
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan  |2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa  |Pendaftaran Penduduk
Kependudukan dan Pencatatan
Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan
pendaftaran penduduk Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Koordinast  |2.12.02,2.03 - Penyelenggaraan
antar Lembaga Pemerintah dan Pendaftaran Penduduk
Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten | Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Sesialiast 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
Jumlah Pemangku Kepentingan dan |2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan
Masyarakat yang Mendapatkan Pendaftaran Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Terkait Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  |2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi
antar Lembaga Pemerintah dan antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Lembaga Non-Pemerintah di
KabupatenKota dalam Penertiban  |Kabupaten/Kota dalam
Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |Penertiban Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan  |2.12.02.2,03.0002 - Pelayanan
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa  |Secara Aktif Pendaftaran
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Peristiwa Penting
Pendaftaran Penduduk Terkait Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi
pendaftaran penduduk Pendaftaran Penduduk
Jumliah Laporan Hasil Sosialiasi 2.12.02.2.03.0003 - Sosializasi
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMDYANG |  TUIUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN EETERANGAN
RELEVAN
(01 (02] (03] (04) (03] (06] 07) (03]

Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama |2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama
dengan Organisasi Kemasyarakatan |dengan Organisasi

dan Perguruan Tinggi Terkait Kemasyarakatan dan Perguruan
Pendaftaran Penduduk Tinggi Terkait Pendaftaran
Penduduk

Jumlah Pemanglku Kepentingan dan |2.12.02.2.03.0007 - Kemumikasi,
Masyarakat yang Mendapatkan Informasi, dan Bdukasi kepada
Komunikast, Informasi, dan Edukasi (Pemangku Kepentingan dan
Terkait Pendaftaran Penduduk Masyarakat Terkait Pendaftaran
Penduduk

Terselenggaranya [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan |2.12.02.2.04 - Pembinaan dan
Pembinaan dan  |dan Pelaporan Penggunaan Blangko |Pengawasan Penyelengzaraan
Pengawazan SDM |Dokumen Kependudukan, Formulir, |Pendaftaran Penduduk

Aparatur dan Buku untuk Pelayanan
Jumlah Laporan bimbingan Teknis |2.12.02.2.04 - Pembinaan dan

Terkait Pendaftaran Penduduk Pengawasan Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

Jumlah Laporan Pembinaan dan 2.12.02.2.04 - Pembinaan dan
Pengawasan Terkait Pendataran Pengawasan Penyelenggaraan
Penduduk Pendaftaran Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan |2.12.02,2,04.0001 - Pengalolaan
dan Pelaporan Penggunaan Elangko |dan Pelaporan Penggunaan
Dokumen Kependudukan, Formulir, |Blangkoe Dokumen

dan Buku untuk Pelayanan Kependudukan, Formulir, dan
Pendaftaran Penduduk Buku untuk Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Pembinaan dan 2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan
Pengawasan Terkait Pendataran dan Pengawasan Terkait
Penduduk Pendaftaran Penduduk

Jumlah Laporan Wmbingan Teknis |2.12.02,2.04.0003 - Bimbingan
Terkait Pendaftaran Penduduk Teknis Terkait Pendaftaran

Penduduk
Meningkatnya Persentase anak berusia 0-4 tahun  |2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN
kualitas vang memiliki akta kelahiran SIFIL
layanan
petcatatan Persentase Kepemilikan Akta 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN
sipil kematian bag penduduk yang SIFIL

meninggal
Persentase penduduk yang memiliki |2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN
akta perkawinan bagi penduduk SIFIL
vang menikah
Persentase penduduk yang memiliki |2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN
akta ceral bagt penduduk yang SIFIL

bercerai
Kepemilikan Akta Kelahiran 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN
SIFIL
Terlaksananya  |Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, |2.12.03.2.01 - Pelayanan
Pelayanan Penatausahaan dan Penerbitan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipl |Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Penting
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM | KEGIATAN
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN QUTCOME QUTPUT INDIKATOR Sl]]]I{éGIAT A ! KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) 04 (03) (06] (07) (08)
Jumlah Dokumen Hasil 2.12.03.2.01 - Pelayanan
Pengumpulan, Analisis, dan Pencatatan Sipil
Dizeminasi Data Pancatatan Sipl
Jumlah Dokumen Tata Cara 2.12.03.2.01 - Pelayanan
Perencanaan, Pelaksanaan, Pencatatan Sipil
Pemantauan, Evaluasi, Pangendalian
dan Palaporan Penyelenggaraan
Adminduk Terkait Pancatatan Sipil
vang Disusun
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil  |2.12.03.2.01 - Pelayanan
vang Ditingkatkan Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, |2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Penatansahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa  |Dokumen Atas Pelaporan
Penting Peristiwa Penting
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil  (2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan
vang Ditingkatkan dalam Pelayanan Pencatatan Sipl
Jumlah Dokumen Hasil 2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan,
Pengumpulan, Analisis, dan Analisis, dan Diseminasi Data
Jumlah Dokumen Tata Cara 2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan
Perencanaan, Pelaksanaan, Tata Cara Perencanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Pangendalian |Pelaksanaan, Pemantauan,
dan Pelaporan Penyelenggaraan Evaluasi, Pengendalian dan
Adminduk Terkait Pancatatan Sipil |Pelaporan Penyelenggaraan
vang Disusun Adminduk Terkait Pencatatan
Sipil

Terlaksananya  |Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama |2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan

Penyelenggaran |dengan Organisasi Kemasyarakatan |Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil |dan Perguruan Tinggt Terkait
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasi] Fasilitast 212.03.2.02 - Penyelengzaraan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hagil Keordinasi  (2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan
Antar Lembaga Pemerintah dan Pencatatan Sipil
Lembaga Non-Pemerintah d
Kabupaten/Kota dalam Penertiban
Pelayanan Pencatatan Sipil
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SASARAN PROGRAM | KEGIATAN
RBJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SIJBKIIEGIAT AN ! KETERANGAN
RELEVAN
(01) 02) (03) (04) (03] (06] {07) (08)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  |2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan
dengan Kantor Kementerian yang  [Pencatatan Sipil
Menyelengzarakan Urusan
Pemerintahan d Bidang Agama
Katupaten/Kota dan Pengadilan
Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk vang Beragama
[slam
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan  |2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa  |Pencatatan Sipl
Kependudukan dan Pencatatan
Peristiwa Penting Terkait Pencatatan
Sipil
Jumlah Laporan Hasil sostalisast  [2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  |2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi
dengan Kantor Kementerian yang  |dengan Kantor Kementerian yang
Menyelengzarakan Urusan Menyelengzarakan Urusan
Pemerintahan d Bidang Agama Pemerintahan d Bidang Agama
Katupaten/Kota dan Pengadilan Katupaten/Kota dan Pengadilan
Agama yang Berkaitan dengan Agama yang Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan |Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama |dan Rujul bagt Penduduk yang
[slam Beragama Islam
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  |2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi
Antar Lembaga Pemerintah dan antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah & Lembaga Non-Pemerintah &
Kabupaten|/Kota dalam Penertiban  |Kabupaten/Kota dalam
Pelayanan Pencatatan Sipil Penertiban Pelayanan Pencatatan
Sipil

Jumlah Laporan Hasil Pelayanan  (2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa  |Secara Aktif Pendaftaran
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting Terkait Pencatatan|Pencatatan Peristiwa Penting
Sipl Terkait Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2.12,03.2.02.0006 - Fasilitasi
Pencatatan Sipil Terkait Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil cosialisasi  |2.12.03.2.02,0008 - Sosialisasi
Pencatatan Sipl Terkait Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama (2.12.03.2,02.0009 - Kerja Sama
dengan Organizasi Kemasyarakatan |dengan Organisasi
dan Perguruan Tingpi Terkait Kemasyarakatan dan Perguruan
Pencatatan Sipl Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
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NSPK DAN

Teknis Terkait Pencatatan Sipl

Teknis Terkait Pencatatan Sipl

SASARAN PROGRAM | KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01] 102) (03] (04) (03] (06} (07] (0]
Terselenggaranya |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan |2,12,03.2.03 - Pembinaan dan
Pembinaan dan  |dan Pelaporan Penggunaan Blangko (Pengawasan Penyelenggaraan
Pengawazan SOM |Dokumen Kependudukan, Formulir, (Pencatatan Sipil
Aparatur dan Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil |Pencatatan Sipl
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan  |2.12.03.2.03 - Pembinaan dan
Teknis Terkait Pencatatan Sipil Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan  |2.12.03.2.03 - Pembinaan dan
dan Pengawasan Pencatatan Sipll  |Pengawasan Penyelenggaraan
vang Telah Dilakukan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Supervis Bersama |2.12.03.2.03 - Pembinaan dan
dengan Kantor Kementerian yang  |Pengawasan Penyelengzaraan
Menyelenggarakan Urusan Pencatatan Sipil
Pemerintahan di Bidang Agama
KabupatenKota dan Pengadilan
Agama Mengenai Pelaporan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama
Islam dalam rangka Pembangunan
Basis Data Kependudukan Terkait
Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan
Jumlah Dokumen Hasil Pangelolaan |2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan
dan Pelaporan Penggunaan Blangko |dan Pelaporan Penggunaan
Dokumen Kependudukan, Formuliz, |Blangko Dokumen
dan Buku untuk Pelayanan Kependudukan, Formulir, dan
Pencatatan Sipil Buku untuk Pelayanan
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan  |2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan
dan Pengawasan Pencatatan Sipll  |dan Pengawasan Terkait
vang Telah Dilakukan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Supervisi Bersama |2.12.03.2.03.0003 - Supervisi
dengan Kantor Kementerian yang  |Bersama dengan Kantor
Menyelengzarakan Urusan Kementerian yang
Pemerintahan di Bidang Agama Menyzlengzarakan Urusan
KabupatenKota dan Pengadilan Pemerintahan di Bidang Agama
Agama Mengenai Pelaporan KabupatenKota dan Pengadilan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan |Agama Mengenai Pelaporan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama |Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
Jumlah Laporan Hasil Brmbingan  |2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan
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SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
RPIMD VARG TUJUAN SASARAN QUTCOME OUTFUT INDIKATOR SU]]I{IJ;GIAT - ! KETERANGAN
RELEVAN
(0) (02) (03] (04 (05 (06) (07] (08)
Meningkatnya Persentase Stakeholder yang
Pendayagunaan Memanfaatkan Data Kependudukan
Data Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
Kependudukan (PK3)
untuk Pelayanan |Meningkatnya Persentase Informasi data 2.12.04 - PROGRAM
Futlik Pemanfaatan Kependudukan yang dimanfaatkan  |PENGELOLAAN INFORMASI
[nformasi ADMINISTRASI KEPENDUDUEAN
Kependudukan |Terlaksananys  |[Jumlah Dokumen Data 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data
Penpumpulan  |Kependudukan yang Diclah dan Kependudukan dan Pemanfaatan
Data Disajikan dan Peniyajian Database
Kependudukan Kependudukan
dan Pemanfaatan
an Penyajan Jumlah Dekumen Kerja Sama 2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data
Datalase Pemanfaatan Data Kependudukan  |Kependudukan dan Pemanfaatan
Kependuduken dan Penyajian Database
Kependudukan
Jumlah Dokumen Data 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan
Kependudukan yang Diclah dan dan Penyajian Data
Disajikan Kependudukan
Jumlah Dekumen Kerja Sama 2.12.04.2.01.0002 - Kegja Sama
Pemanfaatan Data Kependudukan  |Pemanfaatan Data Kependudukan
Terlaksananya  |Jumlah Dokumen Data 212.04.2.03 - Penyelengzaraan
peniyelenggaraan |Kependudukan yang Akurat dan Pengelolaan Informasi
pengelolaan Dapat Dipertanggungjawabkan Administrasi Kependudukan
informasi Jumlah Dekumen Kerja Sama 2.12.04.2.03 - Penyelengzaraan
administrasi  |dengan Organisasi Kemasyarakatan |Pengelolaan Informasi
kependudukan  |dan Perguruan Tinggi Administrasi Kependudukan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan |2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data Kependudukan | Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi Administrasi |Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  |2,12.04.2.03 - Penyelenggaraan
Antar Lembaga Pemerintah dan Pengelolaan Informasi
Lembaga Non-Pemerintah & Administrasi Kependudukan
Katupaten/ Kota dalam Penertiban

Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Sceializasi
Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan
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PROGRAM / KEGIATAN /

TUJUAN SASARAN OUTCOME OQUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(02) (03) (04) (05) (06) [07) (08)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 2,12.04.2,03.0001 - Koordinasi
Antar Lembaga Pemerintah dan Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban  |Kabupaten/Kota dalam
Pengelolaan Informasi Administrasi |Penertiban Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi
Pengelolaan Informasi Administrasi |Terkait Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan |2.12.04.2.03.0004 -
Pemanfaatan Data Kependudukan  |Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi  |2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi
Pengelolaan Informasi Administrasi |Terkait Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Jumlzh Dokumen Kerja Sama 2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama
dengan Organisasi Kemasyarakatan |dengan Organizast
dan Perguruan Tinggi Kemasyarakatan dan Perguruan
Tinggl
Jumlah Dokumen Data 2.12.04.2.03.0008 - Penyajian
Kependudukan yang Akurat dan Data Kependudukan yang Akurat
Dapat Dipertanggungjawablkan dan dapat
Dipertanggungjawabkan
Terselenggaranya |[Jumlah Dokumen Hasil Supervisi |2.12.04.2.04 - Pembinaan dan
Pembinaan dan  |Bersama dengan Kantor Pengawasan Pengelolaan
Pengawasan SDM |Kementerian yang Informasi Administrasi
Aparatur Menyelenggarakan Urusan Kependudukan
Pengelolaan Pemerintahan di Bidang Agama
Informasi Kabupaten/Kota dan Pengadilan
Administrasi Agama Mengenai Pelaporan
Kependudukan  |Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan

Rujuk bagi Penduduk yang Beragama

Islam dalam rangka Pembangunan

Basis Data Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Bimbingan  |2.12.04.2.04 - Pembinaan dan
Teknis Terkait Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan
Informasi Administrasi Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pendayagunaan |Kependudukan

Data Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan  |2.12.04.2.04 - Pembinaan dan
dan Pengawaszan Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan
Informast Administrasi Informasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan

Jumlah Laperan Hasil Pembinaan  |2.12.04.2,04.0001 - Pembinaan
dan Pengawaszan Pengelolaan dan Pengawaszan Terkait
Informasi Administrasi Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
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PROGRAM | KEGIATAN /

TUJUAN JASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(02) (03] (04) (03] (06) (07) (08)
Jumlgh Dokumen Hasil Supervisi  |2.12,04.2.04.0002 - Supervisi
Bersama dengan Kantor Bersama dengan Kantor
Kementerian yang Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan Menyelengzarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Azama Pemerintahan & Bidang Agama
Kabupaten /Kota dan Pengadilan  |Kabupaten/Kota dan Pengadilan
Agama Mengenai Pelaporan Agama Mengenai Pelaporan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan |Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama |dan Rujuk bagi Penduduk yang
Islam dalam rangka Pembangunan  (Beragama [slam dalam rangka
Basis Data Kependudukan Pembangunan Basis Data
Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan  |2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan
Teknis Terkait Pengelolaan Teknis Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pendayagunaan |Kependudukan dan
Data Kependudukan Pendayagunaan Data
Kependudukan
Meningkatnya Cakupan pengelolaan profil 2.12.03 - PROGRAM
Kualitas Profil kependudukan PENGELOLAAN PROFIL
Kependudukan KEPENDUCUKAN
Terlaksananya  |Jumlah Data Kependudukan 2.12,03.2.01 - Peniyusunan Profil
enyusunan profil |Kabupaten /Kota Kependudukan
kependudukan
Jumlzh Dokumen Profil Data 2.12.03.2.01 - Peyusunan Profil
Perkembangan dan Propeksi Kependudukan
Kependudukan serta Kebutuhan yang
Lain yang tersusun
Jumlah Data Kependudukan 2.12.03.2.01.0001 - Penyediaan
KabupatenKota Data Kependudukan
Kabupaten|Kota
Jumlah Dokumen Profil Data 2.12,03.2.01.0002 - Penyusunan
Perkembangan dan Proyeksi Profil Data Perkembangan dan
Kependudukan serta Kebutuhan yang|Proyeksi Kependudukan serta
Lain yang tersusun Kebutuhan yang Lain

Sumber : Rancangan Akhir Renstra Dinas Dukcapil tahun 2025-2029 Aplikasi

sipd.ri.kemendagri
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Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan

TARGET DAM PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM J INDIKATOR
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN QUTCOME / LaszdlE 2023 2026 2027 2028 2023 2030 FEL ISR LOKASI |KETERANGAN
OUTPUT guTpuT  |PHUN 202 LLEhE
TARGET|TARGET)| PAGU TARGET| PAGU TARGET] PAGL TARGET]| PAGU TARGET| PAGL
1) 0z o2 o) 3 (08} o7 f0g) fos) 1 1) 12} 13 14 [13) (16} 17)
212- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KERENDUDUKAN DAN 7.625954,000,00) 9612 200,000,00 1,552 :300.000,00 12,562 200.000,00) 13.£29.300.000,00
FENCATATAN SIRIL
21201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN
= s " 5,355,952 000,00 :335.200.000,00 101367 200.000,00 11.359:200.000,00) 1215320000000
2120.00.0.00.01.00
Raringiatan Kiisl Fiog oo
M aring Keima Tata Ko Onganisasl Ducam 1P Parangiat 0@ 003 | oz 535595000000 1.0 833520000000 116 1035720000000 138 1138920000000 125 12.158.200.000.00),c=renr U
Daman (%) DAN
Parsanmass Hinaa
Sidang yang t=rcapsl 75 75 100 100 100 100 100
(6]
Jurrian Ingasl
1 z 1 1 1 1 1
(sl
2.12.01.2.:01 - Parancanaan, Panganggaran, dan
P Kivaja Perangict aerch 5,000.000,00 95.000.000,00 55/000.000,00 5,000.000,00 95.000.000,00
Tarsusunma dosumen dan ——
[penganggaran dan saussl knarja parangiat dasran P:a_g“"’;’mm 2 & 5 om0 5 ssomooa| 5 sspoao0ap 5 oo 5 95,000,000,00
wau
ey (Cosumen)
Jurrian Laporan
Bzl KN
e 8 8 | 3 EY | 3
[Laparan)
242,01 :2.01.0001 - Pamusunan Doiumen “as.
- 25000000 25000000 25/000.000. 25000000 25000000 PESISIR
Parancanaan Parangiat Daaran a i o i o T
Jurmian Cosumen
Tarsusunma Doiusman Parancanaan Parangial Parancanaan
o rer gt s 2 & 5 asomoom| 5 oo s 50000000 5 asomom| 5 25,000.000,00
(Do
21201 2010007 - Evaussl Kinaja Parangiat WAG.
e 701,000.000,00 70,000.000,00 7011000.00,00 701,000.000,00 0.000.000,00 e
Jurmiah Laporan
[Teristsanana Euussl Kinrjs Rarangiet Dasrah ﬁa”f;ﬁ;m & & | 7aoomo| 2 7aoaooa00| 28 7aooao0a00 2 7aoomo| 28 70.000.000,00
{Lagarar)
iz“;m'm"ﬂ SRR £133948.00000 6.1£4:200000,00 815220000000 9.165:200.000,00 9.928.200000,00
Jurrian Crang yang
Tarparuning administras keuangan parangial Manerima Gajl dan
e . 57 280 3% 403574300000 516 60£7.00000000 536 205500000000 876 505300000000 1055 9531,000.000,00
[Crang tmsan)
i.;imznznm - Femedaan G dan Tumangan 4036.743,000,00) 0£7.000.000,00 055/000.000,00 5,058,000.000,00) 9531,000,000,00 Fainan
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EIDANG URUSAN | PROGRAM J

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OQUTCOME ! KEGIATAN | SUBKEGIATAN OUTCOME / 'Ii'll.lﬂ I:]i' 2025 2026 a7 2028 2029 2030 DAERAH LOKASI |KETERAMGAN
OuUTPUT QUTFUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
[o1) oz oz [o4) | (o3 [0g) [07) oz [03) 1 1) 12 13 14 [13) (16} [17)
Jumian Orang yang
Tarsamanya G3p dan Tunangan ASH m”;ﬂf"‘ a7 = £0%T49.00000  S1 6047.00000000] 596 805500000000 &6 2.065.000.000.00 1056 9531.000.000.00
[Orang tuan)
TN Commen
Hasa Panyedamn
TenaEanan,a paaporan Euangan Enepaan naey | Adminisyas! 12 12 12 720000000 12 72000000 12 w20000000 12 720000000 12 720000000
Petaieanaan Tugas
ASH (Damen)
i KA.
2P.1lznl1:znzmnz- - e 97.200.000,0 57200000, 97.200.000,00 97.200.000,0 572000000 PESISIR
Tugas AsK s=LATAN
Jumian Dowmen
Hasl Pamediaan
Tersadiana Admirsiras! Peiaeansan Tugss ASN | Administas 12 12 12 aro000000 12 00000 12 wanomm| 12 720000000 12 7.200.000.0
PaimEanaan Tugas
S (Doman
:['_};gn;zns- KITIriEiaz Kepeganaian Perangial 15,000.000,00 15,000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Jumian et Paan
PN ANTINESIES! UTUm 4an KeRgahaan | inas basena At - - 1 1500000000 1 1500000000] 1 1500000000 1 1500000000 1 150000000
Perangkan Daan Ketengiapan (Pae)
T WA
2,'15”12”5” "= 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PESIEIR
St |sELaTAN
: - U Paiet Padan
Ia A Falan Dirzs A Dinas basana AN - - 1 1500000000 1 1500000000] 1 1500000000 1 1500000000 1 150000000
s Kekangkapan (Fae)
2.12.01.2.05 - Adminisiras! Umum Parangial Daarah £40.000.000,00 ££3.000.000, £50.000.000,00 £52,000.000, £50.000.000,00
Jurmian Paiet
Kampanan Instatas!
mpg:::"m'ﬂmm ListiPanarangan 1 ] 2 PP LT 2300000000 4 000000000 4 200000000 4 £53,000.000,00
fre=as Ranqunan kamar yang

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




BIDANG URUSAN | PROGRAM |

INDIKATOR

TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2

OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | OUTCOME] | DoELINE M opog 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | | oyns) |KETERANGAN
TAHUN 2024 DPERAH
OUTPUT oUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
(o) 102} 103} [o4) 105} (08} 107} (o8} 108} 10} (11} (12} 13 (14} 15 (TE) [17)
Jumian P
Parazian dan
Pariangiapan Kamar 2 B s s s s s
yang Desediaan
(Paey
Jumian P
Parazian Auman . . ; A 4 q 1
Taggayan
D {
2 12.01.2.05,0001 - Paryedtiazn Kampanan ingtaias
700000000 500000000 500000000 500000000 500000000 sz
Ustrieanerang an Sangunan Kamor
Juian Pt
amponen Instaiagl
TErsadianS Homponan INSISEe LSERSnEangan | o ysepanaranyan 1 s s 700000000 4 aoonooopa|  # aoonooopa|  # aoonooopa| 4 2000.000.00)
Sangunan Kama Sangunan Kamar y@ng
Disstaan (Pae)
2 12.01:205,0002 - Peryeiazn Peratatan dan
£000.000. 2.000.000. 10,000,000 11,000,000 12,000,000 P
el 0 0 0 2 2
Jumian P
Paraizian dan
Tersedana Perastan dan Peiengimpan Kamr | Panengianan Kamor 2 B 1 aoonooom| # aoonoo0m| 4 woonoom| 4 1omoom| # 12.000.000.00
\any Clsadiian
(P
i;ﬁ;:‘mm S22 PN R £.000.000.00) 7.000.000.00 £000.000.00 2.000.00000 10.000.000.00 P
i
Tersamians Peramen fuman Tangga T’:_;;‘:‘;;“‘ 1 1 1 6000000 £ 7omooi0| £ aonoono| £ s0moonpn| £ 12.000.000,0]
Disstiaan (Pae)
2 12.01 2050004 - Panyediaan Sahan Loghstikamar 50,000.000,00) 50,000.000,00) 550000000 550000000 70.000.000,00) sz
Jmian P Saan
Tersedana Sanan Logismsamor LagistiKamor yang 3 B 1 w000 4 w000 4 ssoooon| 4 ssoooo0noa 4 000000009
Disadiaian (Pae)
N WA,
21201 208,000 - Panyediaan Sarang CaiEan dan 18.000,000.00 18.000,000.00 18.000,000.00 18.000,000.00 18.000,000.00 ]
Panggandaan
|sEiATAN
mian Pae saay
casian dan
Tearsadiana Sarang Catsian dan Panggandaan 1 B 1 18,000,000 B 18,000,000 B 18,000,000 3 18,000,000 B 18,000,000
13 Sarang Rangg A 0 0 0 2 LY
Disstiaan (Pae)
2 12.01 2050005 - Panyediaan Sahan S3z3an dan
e o £.000.000.00) £.000.000.00) £.000.000.00) £.000.00000 6,000,000 Panzung Sod
i Cosemen
Sanan Sacan dan
Tersedng m:fa‘“" PaEtran Persturan Sarundang- 1 : : 6000000 £ 6000000 £ 6000000 £ 600o00pn| £ 50000000
arundang-undang Undangan yang
Disatiaian |Dasumen)
2 12,01 2050003 - Faswtas! ¥urjungan Tamu 10.000.000,09 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 e
Juriah Laparan
Tensizanana Fasmtas Kumungan Tamy F3cmtag Kurungan B B 1 woonoom| 4 woonoom| 4 woonoom| 4 woonoom| 4 10.000.000.00
Tamu {Laparan)
212012050009 - Pemymianggarazn Rapst s
g 300.000.000,30 300.000.000,30 300.000.000,30 30000000000 30000000000 pes;e_ur:N




EIDANG URU 5AN | FROGRAM |

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

QUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN QUTCOME / FhEELlIE 2023 26 2027 2028 2029 2030 R IE LOKASl |KETERANGAN
TAHUN 2024 DAERAH
QUTPUT QUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU  |TARGET| PAGU  |[TARGET|  PAGU  [TARGET|  PAGU  [TARGET|  PAGU
o) o2y 3 o4 05 (D8} o7y foa 3y 14 1) 12 13 4 15 (16} 17
Jurrian Laparan
s - Pemeiangqarasn
;: = E’Ea‘ggﬂm "2 | sapat Koordinast dan 1z 12 1z 3000000000 12 0000000000 12 30000000000 12 30000000000 12 300.000.000.00
- onsUtasl SKPD
(Lagoran)

N KAD.
212.01.2.06.0010 - Periousataan Arslp Dinamis 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25,000,000, 25,000,000, oEsIEIR
pada SKFD e

umian Dommen
Tarisie ananya Panatsusanaan Arsip Dinamis pads | Penstsusahaan Arsip A A
i S g3 S s 2500000000 4 2500000000 4 2500000000 4 2500000000 4 25,000,000,
[Doiumen)
212.01.2.07 - Pangadaan Sarang Mk Da=an
T 190.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 151.000,000,00 150,000,000,00
Juian Uridl Praaian
TerigEanan Pangadsan Garang MEKDamran  |dan Mesin Lanma
RIS Ve e - F f X 19000000000 15 12000000000 16 15000000000 16 15000000000 16 150,000,000,00
fm
Jumian P Mo
\ang Dissdisian = s 1 2 z z 2
funy
2.12.01.2.07.0005 - Pangadsan Mebsl 5.000.000,00 30.000,000,00 30,000,000,00 20,000,000,00 20,000,000,00 ﬁislﬁ
uian P M=
Tarsadiama Msbal \ang Désadisian - - 1 500000000 2 2000000000 2 2000000000 2 2000000000 2 20000.000,00
furin
212,01 2.07.0006 - Pangadaan Paiaian dan Mesn WAD.
e 185.000.000,00 120,000.000,00 30.000.000,00 130.000.000,00 131,000,000.30 i
Jumian Uri Praaian
Tarzadian,a Parsiaen dan Masn Lanna “:g“fs;dﬂﬁ 4 F 2 18500000000 15 12000000000 16 13000000000 16 13000000000 16 13000000000
furen
2.12.01.2.03 - ayeciaan Jasa Fanungang Urusan
Pt Do 1.270.000.000,0) 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00
umian Laporan
Pemyediaan Jasa
Tarpanuninga [3:3 panuniang Urusan pamanimanan | Komuniasl, Sumbar
e YT 12 12 12 177000000003 12 177000000000 42 177000000000 42 127000000000 42 1.270.000,000,00
\ang Dssdisan
{Laporan)
umian Laporan
Pemyediaan Jasa
Ratayanan Umum 12 12 12 12 12 12 12
Kantr g
o {Laporan)
WAD.
2 12.01.2.08.000 - Payediaan Jasa Komuriiasl,
e 1£5.000,000,00 1£5.000.000,00 1£5.000,000,00 1£5.000,000,00 1£5.000,000,00 _:EESL;:?I'I.:N
Jurrian Laparan
Pamyediaan Jasa
Tarsadiama Jasa Kamuniiesl, Sumbsr Daya Alr dan | Komuniiasl, Sumbsr
= S g 1z 12 12 12500000000 12 12500000000 12 12500000000 12 12500000000 12 145.000.000,00
\ang Dssdisian
(Laporar
N KAD.
212012050004 - Bameiaan J3s3 BedEnan Lmm) 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 112500000000 112500000000 PESISIR
|s=LaTan
JurTian Laparan
Pemyedaan Jzsa
[Tarsatiama Jasa Peimanan Umum Kamx Ratayanan Lmum 12 12 12 112500000000 12 112500000000 12 112500000000 12 112500000000 12 1.125.000.000,00




EIDANG URUSAN | PROGRAM J

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -

OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN QUTCOME !/ FeEalE 2025 2026 2027 2028 20253 2030 FELIELY LOKASI |KETERAMGAN
TAHUN 2024 DAERAH
OUTPUT OUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
1) 0z o2 o) 3 (08} o7 f0g) fos) 1 1) 12 13 14 [13) (16} 17
212,01 2,09 - Aemelinaraan Sarang Mk Dasran
. Bsmran 2121015.000,00 Z35.000.000,00 235.000.000,00 242100000000 242 000.000,00
Jurmian Fandaraan
Parorangan Cinas
t3u andaraan Cins
TEpEAAr3 GarEng TINK 220 PR WS ot yang 1 1 1 zizmsooam| 1 2000000 1 23500000000 1 2200000000 1 28200000000
[pemerintaan dengan bk
Dipsnara dan
o
Jarrian Gedug
amar dan Bangunan
Lainmaang 1 1 1 1 1 1 1
DipainaraDiranabirs
o (Ui
Jurrian FEndaraan
Dinas Cparasianal
stsu Lapangan yang
R z z z z z z z
dinayarian Sgacdan
n {un
Jurrian M=ol yang
= = 2 5 5 = 5
Dipamhara (uni
Jurrian Parsiatan dan
Masin Lainma yang ) ) £ Y] N £ Y]
Dipsihars (Ui}
2.12001.2,09.0001 - Pamyaiaan Jasa Aamemnaraan, HAB.
Fiaya Pamaiinaraan, dan RajacKandarsan 501,000.000,00 501,000.000,00 50,000.000,00 501,000.000,00 501,000,000,00 RESISIR
Parorangan Dinas 13U Kaniaraan Dinas Janatn SELATAN
Jumian Fandaraan
Parorangan Cinas
Tarsadiana J353 Aamenaraan, 53 PeMamNarsan |atey Kentaraan Dnss
dan Rajaic ¥andarasn Perarangan Dinss atEu Jaatan ang 1 1 1 saoonpoao| 1 saooaooa| 1 saooaooapo| 1 saoonooao| 1 51,000.000,00
wandaraan Dinas Janaian Cipanars dan
dinayarian AganyE
U
212,01 2.09.0002 - Pamyediaan Jasa Pameinaraan, KAB.
Siaya Pamalinaraan, Aajsi dan Asrizinan Kandaraan 7.000.000,00 97.000.000,00 54,000.000,00 3,000.000,00 93,000,000,00 RESISIR
Dings Cparasional aisu Lagangan SELATAN
Jarrian andaraan
Tarsadiana Jasa Aamemnarasn, Biaya Ramanaraan, i‘f‘ Oparasianl
Pajaidan Parizinan Kandaraan Dinss Oparasional "Ipaﬂlha'a'gd:ﬂ = = = aroonooap =2 aroonoonpn| =2 samaonp 2 aoonooap| =2 93.000.000,00
U Lapangan inayarian Agakdan
Rarizinanma {Uni)
212,01 29,0005 - Pamelinaraan Msb=d 101,000.000,00 201000.000,00 301,000.00,00 3011000.000,00 20,000,000,00 ?E:islr{
= Jurmian M ao yang
siEananya Ramainaraan Usbsl Sipmnas (U - - | oo 25 o000 25 00000000 25 aomomo| 25 21000.000,00
D [
i e WAB.
igumm S - £0,000.000,00 £5.000,000,00 50,000.000,00 £5.000.000,00 5500000000 RESISIR
LainaE
|s= aTan
Jurrian Pardiaan dan
?m";""" 13 FamSnaraan Parasan A ME |, ssn Lann pang o o Y| oo 3 ssomoon| 3 500000000 30 ssoonpoao 3 55.000.000,00
Dipainars (U



EIDANG URUSAN | PROGRAM /
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
oUTPUT

EBASELINE
TAHUN 2024|

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

26

ol

2028

PERANGKAT
DAERAH

TARGET)|

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

o1

o3

04

o3

[08)

o7

(o) 0% 1o

11

13

13

4

13

(18}

19

2.12.01.2.09.0009 - Pameliharaanfahabitasl
(Gadung Kamar dan Sangunan Lainma

15.015.000,00

16.000.000,00) 17.000.000,00|

18.000.000,00

18.000.000,00)

Tarisicanan,a AemanaraanRananmas Gaoung
Kamar dan Sangunan Lanma

Jumiah Gadung
¥amar dan Bangunan
Lainma yang
CipsinaraTirahahiita
& (L)

15.015.000,00

16.000.000,20) 1 17.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000.00)

PESISIR
[SELATAN

212,02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

M aningicfima keuaitas I3yanan pandafiaran panduduic

5391

54,50

lastronic (%)

85

7.4

9750

TE5.000.000,00

230

9780

T75.000.000,00) 3

TTE.000.000,00

a

55,40

67,20

3520

T75.000.000,00

32

%830

T75.000.000,00)

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS
KEPENDUDURAN
DAN
PENCATATAN
[SIPIL

2.12.02.2.01 - PaiFyanan Pandafiaran Panduduic

G70.000.000,00

7 5./000.000,00)

550.000.000,00

585.000.000,00

E50.000.000.00)

G70.000.000,00

7 5.000.000,20)

550.000.000,00

585.000.000,00

550.000.000.00)

Page 90




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -

BIDANG URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR
OUTCOME /| KEGIATAN | SUBKEGIATAN OUTCOME / 2 L1z 2025 2026 2027 20z8 2029 2030 LOKAS| |KETERANGAM
TAHUN 2024 DAERAH
QUTPUT CUTPUT
TARGET|TARGET]| PAGU TARGET| PAGU TARGET| PAGU TARGET| PAGU TARGET| PAGU
o) [02) [03) fo4) | [0s) [08) [07) {08) {03) (10) L] 12) [13) 14 (15) [18) 17
[ Jumizn Laparan
Pancatatan Atas
Palaporan Parista a F 4 r F 4 F
Kapanduduian
{Lzporan)
[ Jumizh Laparan
Panarhitan Dgeman
Atas Hasl Pataparan .
ol 1 4 r F 4 F
KEpanaudLEEn
{Laporan)
212022010001 - Pandataan Panduduc Nan e
s o 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00] 15.000.000,00 15.000.000,00) pesmlT:N
[ Juemian Cosumen
Hasll Pandataan
Panduduic Nan
Tarssdiana Pandatasn Pandudui kan Barmanan dan
2 o bt Parmanan dan Rantan 2 2 4 1500000000 & 1500000000 ¢ 1500000000 ¢ 1500000000 ¢ 15.000.000,00)
Ependua e (Admintsiraz
Kapanduduian
[Doswmean
2 12.022.010002 - Pancatatan, Panatausahaan dan e
Mos = 10.000.000,20 10.000.000,00 10.000.200,00] 10.000.000,20 10.000.000,00] PESLSI:I-:N
[ Jurmish Doiwmen
Hasll Pancatatan,
Tariaeanan,a Pancaian, Panaiausanaan 4an Peanztausanaan dan . . . . . . .
S e B At Peisten S| Perarerton B 10.000:000,00 10.000.000,00 101,000.000,20| 10,000.000,00 10.000.000,00)
Atas Pandafaran
Panduduit {Cuman
2.12.02.2.01,0003 - Panysacaian Masaan
a naran " 10.000.000,20 15.000.000,00 20/200.000,20 25.000.,000,00 30.200.000,00 Fanoung S0l
[ Jumiah Pandud yang
Mandagatian
Teriassianana Panysiasalan Masaiah Pandstaran Patmanan . .
Dandudic Y r— 5 10.000.000,20 75 15.000.000,00 100 20/200.000,20 125 25.000.000,00 150 30.200.000,00
Pandaftaran Pandudui
orang)
WAR.
2 12.02 201 0004 - Paningictan Petaanan
s 3500000000 35.000.000,00 35,000.000,00] 25.000.000,00 35.000.000,00) PESHT:N
| Jumiah Laporan Has
Paringigtan
Miningiiinya Palayanan Pandaftaran Pandudui Petayanan Pencaeran - - 4 3500000000 4 500000000 4 00000000 4 2500000000 £ 35.000.000,00)
Panduduic {L3paran)
2.12.02 2,01 9005 - Pancatatan, Panatausanaan 4an ¥AS.
Fanartiian Cosuman Alss Faaparan Banstaa 10.000.000,00 10.000.000,00 101,000.000,00| 10.000.000,00 10.000.000,00) PEIER
KEpanauaLEn SELATAN
[ Juemian Cosumen
Pancatatan,
Terisieanan,a Pencatatan, Panstausahaan dan S anamn dan
Panartitan Dauman Atss Paiaparan Paristaa S—— a F i 1000000000 & 1000000000 & 100000000 4 1000000000 & 10.000.000,00)
KEnanduduian R —
Paristug
i < WAR.
= 10008 Alas Petaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 101,000.000,00| 10.000.000,00 10.000.000,00) DERISR
Parkstina Kapanduduian e




EIDANG URUSAN | PROGRAM J

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | ouTcoMEs | EASELINE [ onog 2026 2027 2028 2028 2030 PERANGHAT | | nyps) [KETERANGAN
TAHUN 2024 DAERAH
QUTPUT OUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
1) 0z o2 o) 3 (08} o7 f0g) fos) 1 1) 12 13 14 [13) (16} 17
Jurmian Lapran
Pancalaian Alas
TSR 5na)3 PEncalsan Alss PESpEN PRI | s apran Paistng a : : 1ago0on| & 1000000000 4 1aomoong| 4 taoo0on| & 10.000.000.00
wapanduduian
wapanduduan
{Laparan)
¥AS.
2.12,02.2.01.0007 - Panariitan Cosumean Alss Hasll
st an Perising X 570.000.000,00| 570.000.000,00 570.000.000,00 570.000.000,00| 570.000.000,20 PESISIR
|SSLATAN
Jurrian Laporan
Banzrtftan Doiumen
Tarisksanama Panarbiian Doiumean Alas Hasl Al3s Hasll Paiaporan - 4 i N 4 i
Pt an Peristaa KependuduaEn —— 1 570.000.000,00| 570.000.000,00 570.000.000,00) 570.000.000,00| 570.000.000,00,
wapanduduian
{Laporan)
212,02 201 0008 - Pangumpulan, Analisls, dan WAS.
I D313 Tarkan = andan 10.000.000,00] 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00] 10.000.000,00 PESISIR
Pariamhangan Panduduk [SELATAMN
Jumiiah Deosumen
Pangumputan,
Tariaksanama Pang umpulan, Analisks, dan Analisls, dan
Disaminzsl Dats Tarkalt Pandsfaran dan Disaminzsl Data L] 4 4 10:000.000,00] 4 10.000.:000,00 4 10:000.903,00 4 10.,000.000,00] 4 10.000.:000,00
PandudU | Cosumean
2.12,02 2,02 - Panataan Pandafiaran Panduduk 5.000.000,00] 5.000.200,00 5.000.000,00] 5.000.000,00] 5.000.200,20
Jurmiiah Diosurmean
HEnMUIEN SN
Siangko KTA-E,
Fanmuilr, dan Susy
TariaiEanama Panataan Pandaftaran Panduduk Tariat Pandafiaran - - 4 5.000.000,00| 4 5.000.200,00 4 5.000.000,00| 4 5.000.000,00| 4 5.000.200,00
Panduduk Sasul
dengan Kattunan
yang Tarsada
[
[2.12.02.2 02 0002 - Pang adaan Caiumen ¥AS
K2panduduian aiain Siang ko KTP-5, Fanmulir, dan PEE.E
Sui Tariall Pandaflaran Panduduic Sasual dang an e S UL SO LR SELAT:N
sutuan
| Jurmiiah Deosurmean
wapanduduian seiain
Sangio KTA-E,
Tersediana Domen Kapanduduian selain Slangka |Formulr, dan Sua
WTR-ZI, Fonmuilr, dan Sulw Tangit Pandaftaran Tarigt Pandafiaran - - 4 5.000.000,00| 4 5.000.200,00 4 5:000.000,00| 4 5.000.000,00| 4 5.000.200,00
Panduduir Sasual dang an Kabuiunan Pandudu Sasusl
dengan Katutunan
vang Tarsada
[
2P1zmlua- SIS0 e 26.000.000,00 26.000.000,00 26000.000,00 26.000.000,00 26.000.000.00
Jurmiah Laporan Rzl
TariaiEansa Panysiang 3araan Pandafiaran Panduduic| Sosialias] Pandaftaran a 4 4 26.000.000,20 4 26.000.:000,00 4 26.000.000,00 4 26.000.000,20 4 26.000:000,00




EIDANG URUSAN | PROGRAM J
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN
OuUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OuUTPUT

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2027 2028

TARGET)|

PAGU

PAGU PAGU

PAGU

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

KETERANGAN

o1}

oz

o3

(08}

o7}

108} (10 11}

12

3

4

15

(16}

17

JTiah Pamangs

2.12.02.7.03.0001 - Koardinasl antar Lamihaga
Pamarintan dan Lamiaga Nor-Pamarinan &
¥abup=ian/iota dalam Panariihan Peiayanan
Pandafiaran Pandudui

21000.000,00)

2.000:000,00) 21000.,000,00

21000.000,00)

2.000000,00)

TarisiEanana Koordinas! antar Lambaga Pamanntan
dan Lamiaga Non-Pamarintan i Kabupalantiot
datam Panarfitan Peiayanan Pandaftaran Pandudu

Juian Laporan Has
Koardinasl amar

21000.000,00)

2.000:000,00) 2 21000.000,00 2

21000.000,00)

2.0001000,00)

(2.12,02.2.03.0002 - Palayanan Sacara Akll
Pandaftaran ParisTaa Kapanduduian dan Pancaistan
Parisima Panling Tarial Pandaflaran Panduduk

10,000.000,00)

10.000.000,00 10,000.000,00

10,000.000,00

10.000.000,00

PESISIR
[SELATAN

[SELATAM

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / INDIKATOR
CUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN OUTCOME /! EwE-lE 25 2026 2027 2028 2028 2030 FELELT LOKASI (KETERANMGAN
TAHUN 2024 DAERAH
OUTPUT OUTPUT
TARGET|TARGET]| PAGU TARGET)| PAGU TARGET| PAGU TARGET| PAGU TARGET)| PAGL
fo1) foz) 03} f04) [03) {08} [0z} [0g) 10g) [10) [11) (12} 13 [14) [13) [18) [17)
i Cauman
Ha=ll Pelzanan
Sacara AT
Tarisanana Peisanan Sacars Al Pendafiaran | Pandaftaran Paristeg
Parisina Hepanduduian dan Pencatsian Paristea | Kapenduduian dan - - 4 1000000000 4 1000000000 4 1000000000 4 1000000000 4 10.000:000.00
Parfing Tarigit Pandafiaran Pandudu Pancatatan Paristna
Panting Taricit
Pandafiaran Pandudic
[Diman)
2 12.02.7.03.0003 - Fasiitas] Pandsftaran Panduduic 5.000.000,00 51000.000,00 5000.000,00 51000.000,00 5000.000,00 L =
Jamian Laparan Hasl
Tartasiitazing Pandafiaran Panduduic Fasiitasl pandafiaran a 4 4 soonooao 4 soonooam| 4 sooooaol 4 soonooao 4 5.000.000,00
pandudu {L3poran)
2.12,02.2,03,0005 - Soslalis3sl Pandaaran P 5.000.000,20 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,20 5.000.000,00 A 3
JurTian Laparan Hasl
Tarsasiaizasing Pandafiaran Pandudk Soslalasl Pandafaran a 4 4 soonooao 4 so000a0 4 somomo| 4 soonooao 4 5.000.000,00
Panduduic {Laparan)
2.12.02.7.03 0005 - Kirja Sams dengan Onganisasl KAS.
WamEE)araEtan 4an Parguruan Tinggl Tk 2:000.000,20 2.000.000,00 2:000.000,00 2.000.000,20 2000.000,00 PESISIR
Pandafiaran Panduduic SELATAN
i Cauman
Hasll Harja Sama
Tariaanana arja Sama dangan Crgansal dangan Organsasl
¥amasyarsictan dan Perguruan Tinggl Tariai ¥amagarsiatan dan - - 1 200000000 2 200000000 2 200000000 2 200000000 2 2000.000,00
Pandafiaran Panduduk Parguruan Tingg|
Taric Pandafaran
Pangudus | Casumen)
2.12,02.2,03.0007 - Kamurises, infanmssl, 43n HAS.
Eduims] kepada Pamangku Kapaniing an dan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2,000.000,00 2.000.000,00 PESISIR
Masyaraiat Tara Pandaftaran Panduduk SELATAN
i PamaEng
Kapaningan dan
Tariaanan,a Komuniesl, imonmasl, dan Eduasl | Masardiat yang
ienata Pamangiu Kapantingan dan Masyaraiat Mandapatan a 4 4 aoo000000 4 aooao0am| 4 om00a00 4 200000000 4 2000.000,00
Tk Pandafaran Pandudux warmuniisl, Infanmas,
dan Sduigsl Tanit
Pandafiaran Pandudic
21202204 - Pamiinaan dan Pangaaasan
Famengg B s §4/000.000,00 53.000.000,00 £4.000.000,00 59.000.000,00 54.000.000,00
Jurmian Laparan
Tarssangqarama Pamiinaan dan Pangaassan SOM |bimbingan Teirks : : - comomm| i oo i oo mrmomm| i RN

Aparaiur Pandaiiaran Panduduic

Tarial Pandaftaran
Panduduk {Laparan)

Jurmian Laparan
Pamiinaan dan
Pangangsan Tarnal

[Laparan)




BIDANG URUSAN | PROGRAM |

INDIKATOR

TARGET DAN PAGLU INDIKATIF TAHUN

QUTCOME ! KEGIATAN | SUBKEGIATAN | OUTCOME | £ e 2025 26 2T 2028 29 2030 LOKASI |KETERANGAN
TAHUN 2024] DAERAH
OQUTRUT QUTRUT
TARGET|TARGET| PAGU TARGET]| PAGU TARGET]| PAGU TARGET| PAGU TARGET]| PAGU
[o1) [0z) 93 o4 | 03 {08) o7} [08) [0s) (10} (11} 12 13 (14} 13 (16} 17
Jurmiah Dosumen
a0 Pangakalaan dan|
Pelaparan
Fanggunaan Sangio
Doismen
9 4 4 4 4 ] 2
Enanduduian,
Fonmullr, dan Sul
i PEFEnan
Peandafiaran Panduduic
([ Sasumar)
212,02 2.04.0001 - Pangakaiaan dan Pelaparan ¥AS.
Panggunaan Sangko Dasumen Kapandudusan, "
Fanmulllr, dan Suk umiuk Peiayanan Pandafiaran 2000000,00 S000.00, 4] 200000k 2000000,00 0000k, ::sﬂ:r{
Panduduk
Jurmiiah Dosumen
Hazll Pang=ialaan dan
Palaparan
TriEEanam,a PangSoiaan dan Peaporan Fanggunasn Sangio
Panggunaan Stang ko Dasumen Kapanduduian, Coasmen
Fanmuilir, dan Suis umuic PeLyanan Randafiaran ¥apanduduian, q N N $000000.00 N 200000000 N 800000000 N 200000000 ¢ ooz
Panduduic Fonmull, dan Suk
Ui PEiFyanan
Pandafiaran Panduduic
{[Cosuman)
KAS.
212,02 2,04 0002 - Pambingan dan Pangasasan
Re— — " 15.000.000,00 10.000.000,30| 15.000.000,00} 10.000.000,30 15.,000.000,20| PESISIR
|SELATAN
Jurian Laparan
o n Pamiinaan dan
T:‘a'una'r,aamTaa\\asln,a Tena = Pang aassan Tanan Q 4 4 15.000.000,00 4 10.000.000,201 15.000.000,004 £ 10.000,000,20 £ 15.000.000,20}
Pandataran Panduduic
(Laparan)
KAS.
212,02 2,04 .0003 - Bembingan Taiwks Tankal
o —— " £0.000.000,00| 50,000.000,20| £0.000.000,20] £0.000.,000,00| 36.000.000,20| PESISIR
|SELATAN
Jurian Laparan
Tardicanama Smbing an Teinks Tariail Pandafiaran |Bimbingan Taivs ~ ~
ey T eri@t Bendatzran 1 £0.000.000,00] 1 50.000.000,20] 1 40.000.000,00] 1 £0.000.000,00 1 35.000.000,20]
Panduduic {Laparan]
212,03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 190.000.000,00 130.000.000,00) 130.000.000,00] 190.000.000,00 130.,000.000,00)
2.12.0.00.0:00.01.00
Parsaniase anak 00 - DINAS
[Danusia 0-2 tahun yang KEPENDUDURAN
Meaniing kaima kualiiss kayanan pancatatan sipll ercxilN s hekahiran 9553 = = - ) 190.000,000,00) 99,20 130.000.000,00] 39,50 130.000000,00] 39,50 190.000.000,00] 99,70 130.,000.000,00) Dan
%) PENCATATAN
| SIPIL

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -




EBIDANG URU5AN | PROGRAM |
QUTCOME / KEGIATAN | SUEKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
QUTCOME /
OuUTPUT

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

HaT

TARGET)|

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PERANGHKAT
DAERAH

LOKAS

o1

oz

(03}

(08}

(o7}

[oz)

(o3}

o

(11

12

12

14

13

(18}

(17}

2.12.03:2.01 - Palayanan Pancatatan Sipl

0500001000,

0500001000,

0500001000,

0500001000,

0500001000,

TarigE a

=

105.000.000,00)

105.000.000,00)

105.000.000,00)

105.000.000,00)

105.000.000,00)

2.12.03:2.01,0001 - Pancatatan, Panatausahaan dan
Panarbitan Doluman Atas Palaporan Paristaa
Panting

T0.000000,00

T0.000000,00

T0.000000,00

T0.000000,00

T0.000000,00

TansEananya Pancataian, PENatausanaan 4an
Sanartitan Dokuman Atas Palaporan Parstea
Paniing

T0.000:000,00

T0.000:000,00

T0.000:000,00

T0.000:000,00

T0.000:000,00

2.12.03:2.01,0002 - Peningaian daiam Peia@nan
Pancataian Sip

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Maningicing Psiganan Pencatatan Sipl

Jumian LygEnan
Pancatatan Sipl yang
Ciingiaian (Laanan

25.000000,00

25.000000,00

25.000000,00

25.000000,00

25.000000,00

2.12.03:2.01,0003 - Pangumpuian, Anaisls, dan
Désaminasl Data Pancatatan Spl

5.000.000,00)

5.000.000,00)

5.000.000,00)

5.000.000,00)

5.000.000,00)

Tarizsanana Pangumputan, Anaisis, 4an
Dsaminasl Cata Pancaaan S

[ Jumian Doiumen
Hasl Pangumpuian,
Anaesis, dan
Dtsaminas! Data
Pancatatan Sipl

5.0000000,00)

5.0000000,00)

5.0000000,00)

5.0000000,00)

5.0000000,00)

2.12.03.2.01.0004 - Pamusunan Tala Cara
Pangandaiian dan Pataparan Pamesang garaan
[(Admindui Taran Pancatstan Sipl

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

PESISIR
‘SELATAN

‘SELATAN

‘SELATAN




BIDANG URU5AN | PROGRAM |

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | OUTCOME/ | B ELINE Fops 2026 2027 2028 2029 2030 FERANGKAT | | ype) [KETERANGAN
TAHUN 2024 DAERAH
OUTPUT OUTPUT
TARGET|TARGET]| PAGU TARGET]| PAGL TARGET]| PAGL TARGET)| PAGL TARGET)| PAGL
{01} [2) [03) o4} [ {05 {E) {07} {8y [03) (10 (11) [12) (13) [14) 13 [16) [17)
Jurian Doumen T3
\Zara Parancanaan,
Palgizanaan,
Terz=diam@ Dasumen Tats Carg Parancanaan, Samantauan, Salussl,
PoiiEanaan, Aamamauan, SEas, Pangandalan  (Pangandasan dan
20 P semsang v ASTIng Tt |Paaparan 0 4 F s0000m00 4 500000000 4 500000000 4 500000000 4 5.000.000.00
Pancaiian Sip Pameanggaraan
Actmindui Tariai
Pancatatan Sigl yang
Disusun {Diumear
2.12.03.2.02 - Pamysiang g araan Pancataian Spl 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000.00 30.000.000,00]
Tian Laporan Hash
Tariaeanama Panysang garan Sancaizian Sip Fasiitasl Pancaiaan i I F 3000000000 4 3000000000 4 30.000.000,00 3000000000 4 31.000.000,00

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029




BIDANG URUSAN | PROGRAM J

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

QUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN OUTCOME / 'Ig'IUH ;‘]E' 2023 2026 2027 2028 2029 30 DAERAH LOKASl |KETERAMGAN
OUTPUT OUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
o1) o2y o3y [04) [o5) [08) [07) [ogy [03) (10 (1) [12) [13) [14) 13 (16} [17)
2.12.03:2.02.0001 - Koardinasl dengan Kariar
amamarian yang Mameiang garsian Urusan o,
PSRN e A T S A 500000000 5100000000 500000000 5000.000,00 £000,000,00 PESISR
Pangadian Agama yang Sariitan dangan Pancatstan) i
NI, Taia, Caral, dan Fujuk bag] Aenduducyang
Baragama kslam
Jurrian Laporan Hash
soardinas! dengan
Kamar Kamamaran
&1
[Tanasanana ¥oordingsd dangan Kamar Xamamanan :‘mﬂaf gardian
1ang Menyeienggaraian Urusan Pemeninianandl | Sidang Agama
Sidang Agama KaDupian’iolE dan Pangadian Kabupai=nKota dan - - 1 500000000 1 5000000 1 soonooapy| 500000000 1 5.000.000,00
gana yang Senatan dengan PencaEan NG, (o
[Taia, Caral, dan Rujui bagl Renduduicyang s pisi
Saragama kslam o -y
Tam, Caral, dan
Rujuiag] Panduduic
yang Saragama lklam
(Laparan)
2.12.03:2,02.0003 - Koordinasl antar Lambaga s
Ramerintan dan Lambaga Nan-Samerinish d -
5000.000,00 5000.000,00 5.000.000.0 5.000.000,00 5000.000,00 PESISR
KamUpEen¥oia dslam Fenartisan AsEganan e
Pencatan S
Jarrian Laparan Haz
Koardings! Amiar
Lamiiaga Pamarinian
[Tariaieanana Koordinas! amtar Lamibsq Pemenintah [dan Lamiaga son
dan Lamibaga Non-Pamerinish d Ksbupslsnfila | Remenintan o - - 1 500000000 4 so0a00000 4 500000000 4 500000000 1 5,000,000,
siam Aenartinan Astayanan Rancatsian s Kamupatan¥ota datam
Panarinan Axaanan
Pancazian S
(Laparan)
2.12.03:2:02.0004 - Pelayanan Sacara Ak KAB.
Randiafiaran Ssriztiag Kapanduduian dan Sencaistan 5.000.000,00 5,000,000,30 5,000.000,30 5.000.000,00 5,000,000, RESISIR
Raristwa Saning Taria Aancatatan Sigl SELATAN
Jumian Laparan Hasa
Peiaanan Sacara AR
Tanasanana Peayanan Sacara ART Perdanaran mma - Wﬂ;h\a
Parizta Kepanduduan dan Pencataian Paristna | S TR o F 4 500000000 4 500000000 & 500000000 & 500000000 4 5000.000,00
Ranfing T Rencaistan Sl naming Tert
Rancatstan Sipi
[Laparan)
2.12.03.2.02.0006 - Fasiitas! Tarar Pancasian S 5000.000,00 5000.000,00 5.000.000.0 5.000.000,00 5000.000,00 “as. -
Ui Laparan Has
Tartasmzzing Pencaaian S Fasas! Aancaiatan 0 F 2 500000000 & 500000000 & 5.000.000.0 500000000 & 5000.000.00
S (Laporarn)
g:mm-me FIEER 5000000000 £1000,000,00 5000.000,00 50000.000,00 £000,000,00 Pancung Saal




BIDANG URUSAN | PROGRAM I
OUTCOME ! KEGIATAN | SUEKEGIATAN
QUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
QUTPUT

BASELINE
TAHUMN 2024|

TARGET DAN PAGU INDCIKATIF TAHUN

iz

2028

TARGET|

PAGL

PAGL

PAGU

PAGU

PAGL

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

fo1)

f02)

fo3)

f03)

(08}

{07}

fo8) (08}

10

(11

(12

(13

[14)

(13}

[16)

[17)

Tarsosiassasing Pancatatan Sipn

[ Juian Laparan Hasa
sostansas Pancatatan

|0 {Laporan)

S.000.000,00

5.000.000,20 4

S.000.000.00

S000.200,20

S.000.000,00

2.12.03:2.02,00089 - Karja Sama dang an Organisas]
Kamasjaraiatan dan Panguruan Tinggl Tkl
Pancatatan Sipl

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00)

5.1000.000,00

5.000.000,00

Tariagisananya ¥arja Sama dengan Onganisasl
Kamasjaraiatan dan Panguruan Tinggl Tk
Pancataian Sipn

[ Juian Cosuman
Hasl Karja Sama
[dangan Organisasl
Kamasyaraiatan dan
Parguruan Tinggl
Tarian Aancatatan
|Sapi (Decismar)

5.000.000,00

5.000.000,00 1

5.000.000,00)

5.1000.000,00

5.000.000,00

2 12.03.2.03 - Pambinaan dan Pangawasan
Panyslang garaan Pancatatan Spl

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00]

55.000.000,00

55.000.000,00

Tarsslanggarama Pambinaan dan Pengasssan
SO Aparatur Pancatatan Sl

S5.000000,00

F5.000.000,00 4

55.000.000,00)

F5.000,000,00

S5.000000,00

2.12.03.2.03.0001 - Pangalolaan dan Paiaparan

Panggunaan Slangko Dakumen Kapanduduian,
Fanmusy, dan Suky Ui Paayanan Pancatatan S

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00)

5.1000.000,00

5.000.000,00

PESISIR.
SELATAN

PESISIR.
SELATAN




Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 -

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URLSAN | PROGRAM | INDIKATOR
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | ouTcome | BASELINE ©opse 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT |\ o per |KETERANGAN
TAHUMN 2024 DAERAH
OUTPUT QUTPUT
TARGET[TARGET|  PAGU  |TARGET|  PAGU  [TARGET|  PAGU  [TARGET|  PAGU  [TARGET|  PAGU
o 02 ] o4 s 3] (o7} (o8 fog) (1o (11} 12 (13 (14 13 (16} 17
Farrian Dasumen
Hasl Pangsiiaan dan
Palaparan
Terateanana Pengéiaan dan Peiaporan Panggunaan Siangia
Pengqunaan Siangio Cakumen Kapanduduian, Commes a = s so0000000 4 sooaooop| s soniooaon| 4 sooaooop| s 5000.000,00
Fanmuiir, dan Suly uriuk PeiayEnan Pancatstan Sig :’:‘:u'cl"r“;:‘m
o Patganan
Fencataian Sipl
[Coiumen)
WA
2 12,03 2.03.0002 - Pambinaan dan Aangaassan
e 5,000,500, 5,000,000, 500000000 5.000.000,00 5,000.000,00 eSS
|SE ATAN
Jarrian Laparan Hash
Pampinaan dan
Panganzzan
[Tartinama dan Teranssing Pancatsian Sipl i 5 g a 2 2 5,000.000,00) 500000000 4 500000000 4 so0000000( 4 5.000.000,00
Tatan Ditsiian
(Laporan)
212,03 2.03.0003 - Supandsl Barsama dangan Kamar
amamarian iang Manyiang g arsian Urusan
Femerinianan dl Bidang Agams Kabugaten’iiota dan HAB.
Pang adian Agama Manganal Astaporan Pancatatan 5.000.000,00 5.000,000,00 5.000.000,00 5.000,000,00 5/000.000,00 RESISIR
Wiigh, Talsic Caral, dan Ruuichagl Panduduicyang SELATAN
Baragama Iskam d3am rang @ Pambangunan Bas
Data Kapandudusan taria Aancaisian gl
[ Jurmian Laparan
| Suparisi Barsama
dengan amar
wamamanan @ang
Wamyeang g arasan
Urusan Samarintanan
& Sdang Agama
Tariszanams Supanisd Barsama dengan Kamor | Kabupstensoota dan
wamaniarian jang Manyeianggaraan Urusan Pangadian Agama
Pamarinanan dl Siiang AJama KaDupenioE dan |Wangandl Asaparan
Pang adian Agama menganal Pelaporan Rancastan | Rancatstan Nian, 0 K K sonooao 4 soonoom| & sonoonon| 4 soononm| & 5.000.000,00
WG, Talsic Caral, dan Ruicoagl Panduduicang | Talai Cardl, dan
Baragama lskam daiam rangia Pambangunan 53l |Ruuikbagl Pandudu
Data Kapanduduian Tkl Aencatatan Sips \ang Saragama keiam
daamrangia
Pambangunan Gass
Daia Kapandughisan
[Teariit Aancatatan
i g
Dligicanaan
212,03 2.03.0002 - Bmtingan Tz Taria — KAD,
- an L
S £01000.300,00 50,000,000, £0,000.300,00 50,000,000, £1000.000,00 el
Jurmian Laparan Hiazh
Tarisieanana Smiingan Teis Tarkei Pencastan | Smoingan Teimis
o e - - 1 so0000n00 4 2000000000 1 000000000 1 2000000000 1 4000000000
i {Laporan)
2 12,04 - AROGRAM FENGELOLAAN INFORMASI
s 230,000.000,00 267.000.000,00 285.000.000,00 363.000.000,00 280,000.000,00

Page 100



EIDANG URUSAN | PROGRAM J

INDIKATOR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025 - 2029

OUTCOME ! KEGIATAN | SUBKEGIATAN QUTCOME !/ B L2 2025 2026 2027 2028 2023 2030 LOKASI |KETERAMGAN
TAHUN 2024 DAERAH
OUTPUT oUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU  [TARGET| PAGU  [TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
1) 0z o2 o) 3 (08} o7 f0g) fos) 1 1) 12 13 14 [13) (16} 17
212000.0.00.01.00
Parsaniase infarmasl hior s
Maning ki3 Pamantastan inonmasl Kapanduduian | data Kependuduian S ?a b 20000000 20 257.00000000 35 26500000000 90 000000 o5 25000000000 ye=nmynUDURAN
\ang dimantasian %) AN
e
2.12.04.2.01 - Pengumguian Data Kapandudusan dan
- 50.000.000,00 53.000.000,00 £5/000.000,00 7.000.000,00 70.000.000,00
Umian Daeumen
[Teriafeatiana Parg UmpLian Dt Kepanduduan dn g;‘:mam Da 7 10 15 60,000,000 13 53,000,000 2 £5/000.000 = 7,000,000, 5 70,000,000
o= S0 400 bl 100 J00
e P,
o
i Do Dot
KEpandUIUan yang )
R 2 2 2 2 2
[
RAD.
212042010001 - Rengafanan dan Rengian D £5,000.000,00 £5,000.000,00 £5,000.000,00 £5000.000,00 £5.000.000,00 PESISI
: |5 ATaN
Jumiah Do Dot
Tenacanana Pangaianan 4an Panyagan DA KapanduIUan yang )
gy S i St 2 sonoap| sonoam| 2 soonoopl| 2 sonmap| £5.000,000,00
[Cosumen)
RAD.
21204210002 - Kexja Smes Pementatan Dt 15000.000,00] 18,000.000,00 20,000.000,00 220000.000,00 25.000.000,00 PESISI
: |s= ATAN
i Do
Tarisksananya karja Sama Pamantastan Data Kerja S
: ¥ Pamantastan Data 7 1 15 1500000000 18 1aoo000000| 20 omoonpl =@ zommom| = 25.000.000,00
P Kapanduduan
| Do)
212,04 203 - Panysiengg araan Pangsigiaan
e e e +31.000.000,30] 130.000.000,00 130,000.000,00 131.000.000,30) 130.000.000,00
Jumian Laporan sl
Tarisi=anama panysiang g araan pang olaan Soslaizasl - -
i = ] 13000000000 4 13000000000 4 13000000000 4 13000000000 4 130.000.000,00
Jurmiah Do Dot
drat dan Dapat 5 5 1 1 1 1 1
DAparEggUNg RS
an (o
Ui Daeumen
Karja Sama dengan
Crganeas - 1 1 1 1
Kamasyaraiatan dan
Parguruan Tinggl
[ Dokumen)
JUian Daeumen
Pamygianggaraan
Parmantaatan s . ] 2 Fl ]
Kapanduduian
(T
Jumian Laporan sl
F asiitasl Pangeiolaan
nformas Administrasl 5 5 F 2 Fl F 2
Kependuduian
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | OUTCOMEJ | SPSELINE [ 5p0g 2026 2077 2028 2028 2030 PERANGKAT | | opc) |KETERANGEN
TAHUN 2024 DAERAH
OQUTPUT QUTPUT
TARGET|TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU TARGET|  PAGU
[o1) oz} 03} o4 03 [0} 07} [og) 108} [1a 1) [12) 13 14 13 (18 [17)
Jurmian Laparan s
¥oordinasd Amtar
Lamiiaga Pamasinan
dan Lamaaga Mo
Pamenman d
Kabupaian¥ota dafam - - 1 1 1 1 1
Panzrinan
Pany saan izl
[ —"
Kapanduduian
{Lpran)
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasl Amar Lamitaga wAS
B dan Lamibag 3 Nam-H al y
- 10,000.000.00 10.000.000.00 10.000.000.00 10.000,000.00 10,000.000.00 PESE:L
infarmas) Adminisirasl Kapenduduian =
Jumian e as
Kooranag! Amar
LeThag3 Pamannn
Tartaananya Koorainasl Amar Lambaga Pamenman | 221 L "’9:"""
dan Laminaga Man-H ol ¥
i P g i e A s |0 dtam - - 1 1a00m00001 1 1a0000000 1 1a0000000 1 1a000000 1 10,000.002,00
wapanduduian nga'“.“
[ —
(Laparan)
2.12.042.03.0003 - Fasias! Tar Peng ssaiaan
s : 3500000000 3500000000 3500000000 35.000,000.00 3500000000 Pancung Sal
Jumian Laparan Hasl
e —
TEr3aAEIS Pang A imarmas! AL pr— - - B moonoonm| 2 oo 2 mooooap| 2 mononm| s 35.000.000,00
wapendudian
aporan)
N RS,
ﬁmmm STEEnggarasn e 25,000.000,00 25,000.000,00 25,000.000,00 25,000,000,00 2500000000 PESISIA
[SELATAN
Jumian Casumen
mgaﬂ
TENARSTENS Ran ) g S SemaTAnE 0N | marentazian Dt - - ‘£ 2500000000 4 2500000000 4 2500000000 4 25.000,000,00 25.000.000,00
e Kapenduduian
(Coumen)
RS,
2.12.04.2/03.0005 - Sosializas] Taran Pangsiolaan
e ———_— 250010003 250010003 2500000000 25001000, 2500000000 s
Jumian Laparan Hasl
5381305380
Tarsslaisasima Pangaiaiaan imanmasl Adminksirasl mﬂm . . 1 2500000000 1 2500000000, 1 2500000000, 1 2500000000, 1 2500000000
Kapenduduian
(aporan)
212.04.2.09.0005 - Karja Sama dengan Organsas s
2500000000 2500000000 2500000000 25.000,000.00 2500000000 PESIER
| Jumian Cosusman
Karja Sama dengan
Ternasanana ¥arja Sama dangan Crganisasl Organtsasi :
Kt o ey T il 1 2500000000 1 2500000000 1 2500000000 1 25,000.000,00) 25,000.000,00)
Parguruan Tingg!
[Coumen)
KAB.
el AL e, E SIS R e 1000000000 10.000.000,00 10,000.000,00 10.001,000,00 10.000.000,00 PESISIA
AN Al dan dapa Dipartanggung|asanaan 5= aTaN
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EIDANG URUSAN | PROGRAM J
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN
OuUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OuUTPUT

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2027

2028

TARGET)|

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

o1}

o

03

(06}

o7}

[0g)

108}

10 11

12

]

14

15

(16}

17

Tarisizanana Pamyjian Dats Kapanduduian yang
|Asrat dan Capal Dipartang gung jasatian

Jumian Cofumen D33

Aiwral dan Dagat
Dipertanggung anatic
an {Dosumen)

10,000.000,20]

10.000.000,00

10.000.000,20] 1

10.000.000,20]

10.000.000,00

[2.12,04:2.04 - Pamibinaan dan Pang awasan
Pang slaiaan imfanmasl Adminisirasl Kapanduduian

100.000.000,00)

94.000.,000,00

90.000.000,00

S6.000.000,004

0.000.,000,00

Tarsaianggarama PETENaan dan fanganasan S0M
Agaraiur Rangeialaan Informasl Administas
HEDEnIUIEEN

100.000.000,00|

94.0000000,00

90,000.000,00 4

SE.000.000,00

S0.000,000,00

2.12.04:2:02,0001 - Pamiingan 4an Pangawasan
Tariit Pang siolaan infanmas! Adminisiras!
KapandudEan

25.000.000,00

22.000:000,00

201000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

TarsiEanana Pambinaan dan Pang swasan Tanalt
Pang siaiaan imfanmas] Adminisirasl Kapanduduian

Juiah Laporan Has
Pamtingan dan
Pangaagzan

Pang sioiaan infarmasl
Actinistras]
Kapanduduian

(Laparan)

25.000.000,00

22.000:000,00

201000.000,00 2

15.000.000,00

15.000.000,00

PESISIR
[SELATAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR ASEL PERANGKAT
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN QUTCOME !/ B L2 2025 2026 2027 2028 20253 2030 LOKASI |KETERAMGAN
TAHUN 2024 DAERAH
QUTPUT QUTPUT
TARGET|TARGET)| PAGLU TARGET| PAGU TARGET] PAGL TARGET]| PAGLU TARGET| PAGL
o) 02 o2 o) {3 {08} o7 fog) {os) 1 1) 12 13 14 [13) (16} 17
2.1204.2,04.0002 - Supants! Barsama dangan Kamar
amanarian yang Manyslanggaraian Urusan
Pamenmanan dl S4ang AJama KaoupTeno dan HAB.
Rangadian Agama Mang anal Peiaparan Pancatatan 25,000.000,00 22.000.000,00 30000.000,00 15.000.000,00 15,0001,000,00 SESISIR
NG, TaaK, Caral, dan Ruunagl Pandutucyang SELATAN
Baragams lsiam dalam rang ka Aembang unan Basls
Data Hapanduduean
Jarrian Colmen
Has Supars!
Sarsama dangan
Kamar Kamenanan
1am
Mamsianggarian
Terissanany Supanisl Barsams denganKamyr | Urusan Pamerinianan
Kemamarian yang Mameang garaan Urusan o Bkdang Agama
Ramennianan dl Bidang Agama Kaoupalen'ois dan | Kabupsien¥ioia dan
PangaMian Agama Manganal Peiaparan PancaiElEn | Pangamean Agams a 2 2 2500000000 2 zomooo| 2 20000000 2 woomm 2 1500000000
Niikah, Talak, Caral, dan Rujuichagl Panduduicyang | Menganal Rsiaporan
Baragama lstam dalam rangka Aembangunan Sasls | Pancataian NiGh,
Data Kapanduduian Taiak, Caral, dan
Ruukbag| Pendudul
vang Saragama klam
dalamrangia
Rambangunan Basis
Data Hapandudhian
(D
2.12.04:2.04.0003 - Bevibingan Tiris Taric
Pang sialaan Infarmasl AJTINESYEs! Kapanduduan 51,000.000,00 51.000000,00 501000.000,00 50,000.000,00 51000000,00 Rancung So3
dan Fendsyaqunasn Dats epsnduduian
Jurrian Laporan Hasl
Eming an Tas
Tariaseanan,a Seang an T Tara Pangaaan | oo :'EE:‘:":‘H
imformas! Adminisirasl Xapenduduian dan nfarmaz! u; - - i suomoon| & saooaooao| s sapoaooap| 4 saomooa| & 51.000.000,00
"= oaa Panday@gunaan Cata
Kapanduduian
[Laparan)
21205 FROGRAM RENGELOLAAN PROFIL
2120,00.0.00.01.00
C.!.|B1 mm 00 - DINAS
Vaningiima Kuaiitas Sratl Kspanduduian et sepanduduian 100 100 100 2500000000 100 2500000000 100 2500000000 100 2500000000 100 25.000.000,00 |y =mmnnDUHAN
) DN
2.1205.2.01 - AanyusuNan Prom Kapandudusan 25.000.000,00 25.000000,00 25/000.000,00 25000.000,00 2500000000
Jurrian Cals
[Tarisizanana panyusunan proti kepanduduian EELRTE 2 2 2 asooo0nm| 2 asomoono| 2 50000000 2 asooooa| 2 25,000,000,00
(Do)
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EIDANG URUSAN | PROGRAM J
OUTCOME | KEGIATAN | SUBKEGIATAN
OuUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OuUTPUT

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2027

2028

TARGET)|

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

LOKASI

o1y

02

03

(D&}

o7y

g

108 1 1

12

12

4

15

(16}

17

2.12.05.2.01.0001 - Pamyediaan Data Kapanduduian
KaoupItaniiota

S000.000,00)

5.000.000,00) 51000.000,00

5.000.000,00)

5.0001000,00)

Tarsadiamya Data Kapanduduian Kabupsiansiots

S000.000,00)

5.000.000,00) 2 51000.000,00 2

5.000.000,00)

5.0001000,00)

2.12,05:2.01,0002 - Panyussunan Profl Data
Pariamhang an dan Proysiel Kapanduduian sarts
Kabutunan yang Lain

20,000.000,00

20,000,000,00 201000.000,00

20.000.000,00

20.000,000,00

[Tarsusunmya Profl Data Paremiangan dan Proyeiel
¥apanduduicn sarta Kabutunan yang Lain

20,000.000,00

20,000:000,00 1 201000.000,00 1

20.000.000,00

20.000:000,00

PESISIR
|SELATAN

PESISIR
[SELATAM
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4.1.1.

terpilih Periode 2025-2029)

Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk kedalam Program

Prioritas dan Program Rakyat namun termasuk ke dalam program penunjang

urusan yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegaitan dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
T01) (02) (03) 104) (05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS EEFENDUDUEAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 4.4
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat
Target . Anggaran tahun
, g Program|Kegiatan b
No- (ProRakyat| Rencana Aks ,
w5 | W5 | mn | s | oy | o | b og |  | ms | oy |
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4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU) Dukcapil

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil merupakan ukuran
kinerja strategis yang mencerminkan pencapaian sasaran utama organisasi.
IKU disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Dukcapil berjalan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan
pembangunan daerah.

IKU Dinas Dukcapil mencakup indikator-indikator yang
menggambarkan hasil utama dari pelaksaaan tugas dan fungsi, seperti
peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, cakupan
kepemilikan dokumen kependudukan dan Peningkata Pengelolaan Dan
penyajian data kependudukan.

Dengan pengukuran kinerja yang terfokus dan berbasis hasil melalui
IKU, Dinas Dukcapil berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam
mewujudkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang

efektif dan efisien sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TARGET TAHUN
INDIKATOR BASELINE KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

i o4 03 (08} (o7} oz (o3} 10 11 13

Indeks Hepussan Sangat baik 52 2.5 531 53,8 548 85,5
Ma=zyarakat terhadap {51.5)
Layanan Administrasi
Hependudukan

Nilai AKIP Perangkat 83,9 85 852 85,1 87,1 883 89,4
Ciz=rsh

Persentase Peningkatan (0,55 0,52 0,54 0,865 0,758 0,85 0,95
Hepuzsan terhadap
Pelsyanan Dukcapil

Nilzi Kematangan L] B0 81 B2 B3 B4 B85
Inowasi Peranghat
Daerah

Persentase Penduduk  [53,23 60,10 61,08 62,00 62,58 63,82 64,83
yang Memiliki Dokumen
Hependudukan

Persentase Stakeholder |20 i) T 5 8D &5 50
yang Memanfastkan
Ciata Kependudukan
Berdssarkan Perjanjian
Herja Sama (FHE)

Sumber: Rancangan Akhir Renstra Dinas Dukcapil 2025-2029 sipd-ri.kemendagari.
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Pada periode 2025-2030, indikator Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan diproyeksikan
naik dari 91,98 persen tahun pada 2025 menjadi 9,5 persen tahun pada
2030. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepuasan terhadap pelayanan

dukcapil meningkat dari 0,52 tahun 2025 menjadi 0,95 tahun 2030.

Untuk memudahkan mentetapkan target dan menghitung realisasi kinerja
maka perlu dijelaskan defenisi operasional, formula perhitungan, dan
sumber data terkait indikator kinerja. Penjelasan masing-masing IKU Dinas

Kependudukan dan Pencatatn Sipil tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Kinerja Strategis Perangkat Daerah (Esselon 2)
Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Administrasi Kependudukan

Nama Indikator : | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Administrasi Kependudukan

Definisi : | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan

Operasional administrasi kependudukan adalah rumusan atau

penjabaran teknis dari indikator tersebut agar dapat
diukur secara sistematis, objektif, dan konsisten.
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh
mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan
administrasi kependudukan yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
(Disdukcapil), seperti pelayanan KTP, KK, akta
kelahiran, akta kematian, dan layanan lainnya.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan
administrasi kependudukan adalah yang
menggambarkan persepsi masyarakat masyarakat]
penggunaa layanan terhadap kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas Dukcapil dalam kurun wakty

tertentu.
Rumus : | IKM = Ynilai persepsi per unsur
Perhitungan Jumlah Unsur
Nilai Persepsi per Unsur = 3, skor responden per unsur x 25
Jumlah unsur
Interprestasi : | Interprestase Skor IKM :
Nilai Mutu Pelayanan Kerja Unit
Pelayanan
88.31-100 A (sangat baik) Sangat Mampu
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76,61-88,30 B (baik) Mampu

65-76,60 C (kurang baik) Kurang Mampu

<65 D (tidak baik) Mampu
Sumber data Survey data primer (kuesioner)

Nama Indikator

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Definisi
Operasional

Berdasarkan Permenpan RB 88 tahun 2021 Nilai AKIP
perangkat daerah adalah wukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menunjukkan tingkat akuntabikitas
kinerja dari suatu perangkat daerah, yaitu sejauh
mana, program, kegiatan dan anggaran dikelola secara
efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuali
dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Komponen penilaian dan bobot penilai AKIP :
1. Perencanaan kinerja = 30%

2. Pengukuran kinerja = 10%

3. Pelaporan kinerja= 15%

4. Evaluasi internal = 10%

5. Capaian kinerja&efesiensi =35%

Rumus
Perhitungan

: Nilai AKIP = Total Skor Komponen Penilaian x bobot

masing-masing komponen

Interprestasi

Interprestase Skor Nilai AKIP

Nilai Mutu Pelayanan Kerja Unit
Pelayanan
80-100 A Sangat baik
70<80 BB Baik
60-<70 B Cukup Baik
50-<60 CC Kurang
30<50 C Sangat Kurang
<30 D Tidak Akuntabel

Sumber data

Laporan LHE Akip Internal yang dikerluarkan oleh
Inspektorat Daerah Pesisir Selatan

2. Persentase Penlngkatan Kepuasan terhadap Pelayanan Dukcapil

Nama Indikator

Persentase Peningkatan Kepuasan terhadap
Pelayanan Dukcapil

Definisi Indikator ini mengukur tingkat perubahan

Operasional (peningkatan) kepuasan masyarakat terhadap layanan|
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam kurun waktu
tertentu, biasanya tahunan.

Rumus : = Nilai IKM Tahun ini — Nilai IKM Tahun Lalu

Perhitungan Nilai IKM tahun lalu x 100

Interprestasi Interprestase Persentase Peningkatan Kepuasan

terhadap Pelayanan Dukcapil
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e Nilai (80%-100%) : tinggi
e Nilai (50%-80%) sedang
e Nilai (0-50) : Rendah

Sumber data

Laporan IKM tahun ini dan laporan IKM tahun lalu

Nama Indikator

Nilai Kematangan Inovasi

Definisi Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang
Operasional batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan
oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam
aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas
minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut
yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan
dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi
Daerah
Penilaian dengan menjumlahkan skor dari setiap
aspek/sub indikator, lalu dirata-ratakan dan
konversikan dalam ska 0-100
Rumus : Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah=
Perhitungan = Y Skor semua indikator x 100
Skor maksimum
Interprestasi Interprestase Nilai Kematangan Inovasi
Nilai Tingkat Deskripsi
Kematangan
0-20 Tidak Inovatif Belum ada
Inisiatif Inovasi
22-40 Inisiasi Baru mulai
berinovasi, belum
sistematis
41-60 Berkembang Inovasi mulai
terkelola
61-80 Maju Inovasi terkelola
dan terdampak
81-100 Inovatif Inovasi
berkelanjutan dan
direplikasi

Sumber data

Hasil Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri dari
Aplikasi IGA
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4. Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Nama Indikator

Persentase Penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan

Definisi Persentase penduduk yang memiliki dokumen
Operasional kependudukan adalah ukuran yang menunjukkan
prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki
dokumen administrasi kependudukan dibandingkan
dengan total jumlah penduduk yang tercatat secara
resmi dalam wilayah kerja Dinas Dukcapil .
Rumus - |(Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan
Perhitungan Digital+ Persentasg .Kepemilikan Kar.tu Iden.titas Anak +
Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi penduduk
yang meninggal + Persentase anak berusia 0-4 tahun
yang memiliki akta kelahiran + Persentase penduduk
yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang
menikah + Persentase penduduk yang memiliki akta
cerai bagi penduduk yang bercerai) X100
6
Interprestasi Interprestasi Persentase Penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan betujuan untuk untuk
menilai kinerja pelayanan adiministrasi
kependudukan dinas dukcapil dan memastikan
bahwa seluruh penduduk telah tercatat dalam
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

e Nilai (80%-100%) : tinggi

e Nilai (50%-80%) sedang

e Nilai (0-50) : Rendah

Sumber data

Data kependudukan Bersih (DKB) semester

Kementerian dalam Negeri

5. Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan perjanjian kerjasama

Nama Indikator Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Definisi Jumlah stakeholder mengacu pada

Operasional instansi/lembaga/organisasi yang telah melakukan|
kerja ~sama  secara formal dengan = Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan secara aktif
memanfaatkan data kependudukan yang dikelolq
oleh Dukcapil, seperti data NIK, nama lengkap,
alamat, dan elemen data lainnya dari database
kependudukan nasional

Rumus = Jumlah Stakeholder yang aktif yang

Perhitungan memanfaatkan data kependuduk

Jumlah Stakeholder yang memiliki PKS X100
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Interprestasi : | Interprestase Persentase Stakeholder yang
memanfaatkan data kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama :

e Nilai (80%-100%) : tinggi

e Nilai (50%-80%) sedang

e Nilai (0-50) : Rendah
Sumber data : | Dinas Dukcapil

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Dukcapil

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Dukcapil merupakan indikator
terpilih yang paling mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis
perangkat *instansi secara keseluruhan serta mendukung langsung
pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Dukcapil menetapkan IKK secara selektif dan terukur, mencakup
indikator yang berkaitan dengan persenase kepemilikan identitas
kependudukan digital, kepemilikan kartu identitas anak, Rate Nett Recent
Migrasi, Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran,
Persentase Kepemilikan Akta kematian bagi penduduk yang meninggal,
Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang
menikah, Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang
bercerai, Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan dan
Cakupan pengelolaan profil kependudukan.

Dengan fokus pada indikator-indikator kunci ini, Dinas Dukcapil
berkomitmen untuk mendorong layanan admistrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang efektif dan efisien sekaligus memastikan layanan
informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Melalui pengukuran IKK yang terstandar dan terukur, Dinas Dukcapil
dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan
berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah serta

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
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Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Kunci

TARGET TAHUN
BASELINE

NO INDIKATOR STATUS |[SATUAN KEETERANGAN
TAHUN 2024 o025 2026 2027 2028 2029 2030

F

01} (02) 03) 04) 03) (06} 07} (08) (03] (10) 11) 12)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

1 Perzentaze anak berusia 0-4 po=itif (% 98,83 99 99,20 99,40 99,50 99,60 99,70
tahun yvang memilika alkta
kelahiran

2 Perzentase Informasi data pozitif |26 63 70 73 80 83 ao a3
Kependudukan vang
dimanfaatkan

3 Perzentase Kepemilikan positif %% 2,24 2,68 2,80 2,90 3 3.1 3,2
Identitas Kependudukan Digital

4 Perzentaze Kepemilikan Kartu |positif |%% 62,54 63,91 54,50 63,70 55,40 67.20 68,10
Identitas Analc
3 Perzentaze Kepemilikan Alkta |positif |% 100 100 100 100 100 100 100
kematian bag penduduk yvang

meninggal
& Perzentase penduduk yang positf |96 63,48 63 a7 69 7l T3 73
memiliki akta perkawinan
bagi pendudulk vang menikah
T Ferelktaman KTF elelktronilk po=itif (% 99,59 97,40 97,60 o780 ag 98,20 98,30
8 Perzentase penduduk yvang pozitif |26 28,33 30 33 33 38 40 43
memiliki akta cerad bagi
penduduk yvang bercerai
Q Kepemilikan Akta Kelahiran %% 99,32 99,37 99,38 99,39 99,40 99,41 99,42

Sumber data: Rancangan Akhir Renstra Dinas Dukcapil 2025-2029
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2025-2030 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan,
program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima
tahun ke depan. Dokumen ini menjadi bagian integral dalam mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta penguatan tata kelola
pemerintahan berbasis digital.

Dengan tetap mengacu pada indikator tujuan Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan menjadi
landasan yang kuat dalam mewujudkan layanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna
dan masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan
nasional maupun perkembangan teknologi ke depan. Oleh karena itu,
masukan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan optimal dan
tepat sasaran.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil
secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih
banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap
adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan

umum kepada masyarakat.

2025
KEPALA DIN /‘ FKBPNBURUKAN DAN PENCATATAN

BERISKHAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001
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